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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal
83 Ayat (1) yang mengamanatkan “Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database
kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan”; Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Profil Perkembangan Kependudukan, terkait hal tersebut Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai berupaya melaksanakan amanat tersebut dengan
menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2025.
 
Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berisi data dan informasi
kependudukan Kota Tanjungbalai Semester II tahun 2025 yang dianalisis secara
sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan
kependudukan yang ada di Kota Tanjungbalai. Buku Profil Perkembangan
Kependudukan ini disusun setiap tahun dengan menggunakan data SIAK akhir
Desember yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan Ditjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya buku profil ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan/kajian dalam perumusan, perencanaan
dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan
pelayanan kepada masyarakat.
 
Akhir kata kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga Buku Profil
Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.
Semoga buku profil perkembangan kependudukan ini dapat bermanfaat bagi
lembaga pemerintah maupun non pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Tanjungbalai,           Maret 2026
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis
kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas
dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Pengelolaan kependudukan adalah upaya terencana untuk mengarahkan
perkembangan kependudukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan
mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan
keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan
pembangunan berkelanjutan.

Aspek kependudukan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Berbagai
aktivitas pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik
Pusat maupun Daerah, tidak akan terlepas dari aspek kependudukan. Tujuan
pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan
penduduk dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien perlu
didukung oleh ketersediaan data penduduk yang tepat, akurat dan mutakhir dan
terolah. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan mutakhir, secara terus
menerus dilakukan validasi, baik yang dilalukan oleh petugas/operator yang ada di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun melalui proses pelayanan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di setiap Kecamatan.

Melalui proses pelayanan yang dilakukan di Kecamatan, data yang di-input ke dalam
database Kependudukan adalah berdasarkan formulir pendaftaran penduduk yang
diisi oleh pemohon KK dan KTP. Dengan demikian dapat lebih meningkatkan akurasi
dan validitas data.

Berdasarkan database Kependudukan tersebut kami menyusun Profil
Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai yang menggambarkan situasi dan
kondisi demografi di Kota Tanjungbalai yang meliputi berbagai variabel Data
Kependudukan.
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Tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai
adalah untuk menyajikan data kependudukan Kota Tanjungbalai, baik secara
kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya beserta perkembangan kependudukan dan
permasalahannya dan kepemilikan dokumen kependudukan. 

Disamping itu, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai ini
dapat memberikan gambaran kondisi penduduk Kota Tanjungbalai sekaligus sebagai
tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan berwawasan
kependudukan di Kota Tanjungbalai.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup data kependudukan yang disajikan dalam Profil Perkembangan
Kependudukan Kota Tanjungbalai ini adalah komponen-komponen data yang
terdapat dalam form Kartuuarga (KK) beserta hasil pengolahan/pengembangan
dari form KK tersebut, yang antara lain meliputi data:

Jumlah penduduk dan persebarannya
Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin
Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan
Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Penduduk berdasarkan agama
Penduduk berdasarkan perkawinan
Penduduk berdasarkan kelompok umur dan rasio ketergantungan.
Kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk
Penduduk usia kerja, angkatan kerja dan Pengangguran: berdasarkan jenis
kelamin, berdasarkan tingkat pendidikan dan persebarannya.
Mobilitas penduduk
Kepemilikan dokumen kependudukan
Dan lain sebagainya

B. Tujuan
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D. Konsep Dan Definisi 

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia;
Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi
kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta
lingkungan penduduk setempat;
Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan
perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi
oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;
Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;
Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan
dan prospek kependudukan;
Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Dalam Negeri setiap semester yang bersumber dari data
kependudukan kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
Kementerian Dalam Negeri;
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain;
Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara
jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta
ketaqwaan terhadap terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar
untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia
yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut
pengelompokkan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
Rasio kepadatan penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara
banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk
per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;



Lanjutan ...

Umur Median (Median Age) adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua
bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan
bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan umur median adalah
untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur
tertentu;
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan
perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki- dan perempuan pada suatu
daerah pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk
lai-laki per 100 penduduk perempuan.
Piramida penduduk adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk
menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah
angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non
produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau
lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).
Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh
penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata
umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum
kawin);
Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk
yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan
tahun pada suatu tahun tertentu;
Angka Perkawinan umum (AKU) adalah angka yang menunjukkan proporsi
penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas pada suatu tahun tertentu;
Angka Perceraian Kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per
1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan
tahun untuk suatu tahun tertentu;
Angka Perceraian Umum adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk
yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
(penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu;
Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur atau angka perkawinan specific
merriage rate) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya penduduk
pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk
pada kelompok umur yang sama;
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Lanjutan ...

Keluarga Inti (Nuclear Family) adalah keluarga yng terdiri dari ayah, ibu dan anak-
anak kandung, anak angkat maupun adopsi yng belum kawin, atau ayah denga
anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin;
Keluarga Luas (extended Family) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-
anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun
kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan Kepala Keluarga;
Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas
administrasi Daerah Tingkat II;
Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu
tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas
politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai
perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara)
lain.
Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64
tahun;
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun
keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan
yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15
tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan
kegiatan lainnya.Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan
penduduk berusia 64 tahun keatas;
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud
memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus- menerus
dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja
keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di
suatu unit usaha/kegiatan.
Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk
berusia 64 tahun keatas;
Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap
penduduk usia kerja;
Angka pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan
kerja;
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Lanjutan ...

Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah
tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya
yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang
mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap
bekerja.
Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai
seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan
sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
Lahir hidup adalah

       a. Suatu kelahiran bayi tanpa 
           memperhitungkan lamanya didalam 
           kandungan, dimana si bayi 
           menunjukkan tanda- tanda 
           kehidupan pada saat dilahirkan, 
           misalnya ada nafas, ada denyut
           jantung atau denyut tali pusar atau 
           gerakan otot;
      b.  Banyaknya kelahiran hidup dari 
           sekelompok atau beberapa 
           kelompok wanita selama masa 
           reproduksinya;

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling
sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat
dilahirkan;
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata banyaknya anak
yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti
pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia
kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup
pada pertengahan periode yang sama;
Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas
baru lahir(usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada
pertengahan periode yang sama;
Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu
tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada
pertengahan periode yang sama;
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Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil
atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup,
tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena
kehamilannya atau pengelolaannya;
Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun
tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang
telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta
bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan
umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;
Angka Partisipasi Murni/APM adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-
12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA
usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi
jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang
sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Lanjutan ...
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BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kota Tanjungbalai

Berdasarkan sejarah, keberadaaan Kota Tanjungbalai tidak dapat dipisahkan dengan
kerajaan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan
penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung
Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjungbalai pada tahun 1620. Asal-usul
nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada
di sekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Lama –
kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis
sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang – orang yang ingin berpergian ke
hulu sungai Silau dan sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai “Kampung
Tanjung” dan orang lazim menyebutnya “Balai Di Tanjung”

Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan
Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil, telah dijadikan sebagai
hari lahir Kota Tanjungbalai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD
Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4 / DPRD / TB / 1986 tanggal 25 Nopember 1986.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjungbalai sebagai
daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun
1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama
Gementee Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat
Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota
Tanjungbalai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja
Tanjungbalai.

Pada waktu Gementee Tanjungbalai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota
Tanjungbalai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat
Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah – daerah yang dikeluarkan (menurut 
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Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai
Kabupaten Asahan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang
Kabupaten Asahan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Asahan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Asahan

Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ±
190 – 200 Ha ( ± 2 km²). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas
wilayah 2 km² dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000
jiwa per km²), menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara
saat itu.

Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor : 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12)
tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri,
pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di
Kotamadya Dati II Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan
Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Dati II Tanjungbalai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri
Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas
wilayah Kota Tanjungbalai berubah menjadi 6.007,21 Ha dengan 5 Kecamatan 11
Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjungbalai, 19 Desa
tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota
Tanjungbalai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2005
telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil
pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota
Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai
Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian Kota Tanjungbalai terletak di
antara 2˚58’15”- 3˚01’32” Lintang Utara dan 99˚48’00”- 99˚50’16” Bujur Timur dan
berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau
yang bermuara ke Selat Malaka, memiliki akses yang sangat mudah menuju tempat
wisata internasional yakni kawasan Danau Toba. Oleh karenanya kini Kota
Tanjungbalai memiliki sebutan baru yakni ”Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba”
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B. Letak Geografis

1.Kecamatan Tanjungbalai Selatan       : 6 Kelurahan
2.Kecamatan Tanjungbalai Utara          : 5 Kelurahan
3.Kecamatan Sei Tualang Raso              : 5 Kelurahan
4.Kecamatan Teluk Nibung                    : 5 Kelurahan
5.Kecamatan Datuk Bandar                   : 5 Kelurahan
6.Kecamatan Datuk Bandar Timur       : 5 Kelurahan

Kota Tanjungbalai termasuk ke dalam
wilayah Provinsi Sumatera Utara dan
meliputi 6 Kecamatan yang terdiri dari 31
Kelurahan, yaitu :

C. Topografi

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada 0-3 m dari atas permukaan
laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan
pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah
sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi
daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan
laut.
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Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat
kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang
wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.
Data kemiringan suatu wilayah berkaitan dengan bentuk bentang alam dan
kemiringannya, antara lain: data morfologi dan kemiringan lereng. Ditinjau dari
kondisinya, Kota Tanjungbalai memiliki kemiringan lahan 0-2% menjadikan
permukaan tanah di seluruh wilayah merupakan dataran yang hampir rata.

Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jenderal
Pertambangan Umum, jenis batuan yang terdapat di Kota Tanjungbalai, meliputi
alluvium muda yang terdapat di seluruh kecamatan yang terdapat di Kota
Tanjungbalai, alluvium tua (kerikil, pasir, lempung) yang tersebar di Kecamatan Datuk
Bandar, dan aneka terobosan yang menyebar di sebagian Kecamatan Datuk Bandar
dan Kecamatan Sei Tualang Raso.

Berdasarkan letak geografis yang sangat
strategis, maka potensi Kota Tanjungbalai
yang dapat dikembangkan antara lain :

D. Potensi Daerah

Mempunyai lahan yang cukup luas
dan produktif untuk pengembangan
sebagai kota industri, perdagangan,
pelayanan jasa telekomunikasi yang
didukung oleh Pelabuhan Teluk
Nibung sebagai andalan keluar masuk
barang (ekspor – impor) dan
penumpang.
Dapat dilalui dengan sarana
transportasi baik darat maupun
sungai.
Fasilitas andalan yang tersedia seperti:
jaringan air minum, listrik, transportasi
darat dan kereta api, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, serta
sarana lainnya.
Mempunyai sumber daya alam yang
dapat dikembangkan di sektor
perikanan khsususnya perikanan
tangkap dan budidaya.
Sumber daya manusia yang dapat
dikembangkan sebagai modal
pembangunan kedepan.

Sebagai Pusat Pelayanan Sekunder A
yakni Pusat Pembangunan Kawasan
Sektor Unggulan meliputi :
Perkebunan, Pertanian dan Industri
terhadap wilayah hinterlandnya sesuai
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara.
Sebagai jalur transit perdagangan
internasional dari negara tetangga
seperti Malaysia dan Singapura dan
Pelabuhan alternatif bagi daerah
hinterland, seperti : Kabupaten
Asahan, Kabupaten Labuhan Batu,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Provinsi Riau
Kepulauan, Pesisir Provinsi Riau dan
kota-kota besar lainnya di Sumatera
Utara.
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Sumber daya alam yang tersedia seperti : kandungan mineral, galian C Sungai
Silau dan Sungai Asahan. Sumber daya alam yang sangat besar dari sungai
Asahan adalah pasir sungai. Pasir sungai Asahan ini merupakan bahan alami
yang terbentuk dari proses pengikisan tanah disepanjang sungai mulai dari hulu
hingga hilir. Pasir sungai Asahan mengandung 70-80% silica. Dengan kandungan
silica yang besar ini pasir sungai Asahan mempunyai karakteristik yang khas dan
sangat baik untuk :

       · Bahan baku industri kaca
       · Bahan baku penyaring dan penjernih air
       · Bahan baku pencampur dalam industri keramik dan porselin
       · Bahan baku untuk kontruksi
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BAB III 
KUANT IT AS PENDUDUK

A. JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Sejak memekarkan diri dari Kabupaten Asahan pada Tanggal 27 Desember 1986,
Namun, sekarang kota itu menghadapi masalah kepadatan penduduk yang semakin
merisaukan. Kota Tanjungbalai hanya memiliki 6 (enam) kecamatan dan 31 (tiga
puluh satu) kelurahan berada pada luas wilayah 60.529 Km  ( 6.052,2 Ha ) dengan
penduduk 178.387 jiwa pada akhir tahun 2024 (DKB Semester II Tahun 2025).

2

Permasalahan kependudukan merupakan salah satu yang harus dihadapi, bukan
tidak mungkin angka kelahiran akan terus meningkat di setiap tahunnya dan
pemerintahpun akan kesulitan untuk mensejahterakan penduduknya karena jumlah
penduduk Kota Tanjungbalai terus meningkat dan anggaran untuk membantu
masyarakat menengah ke bawah juga ikut meningkat serta kebutuhan pokok
semakin lama semakin menipis dan lowongan pekerjaan pun semakin terbatas.

Terkait dengan besarnya jumlah penduduk Kota Tanjungbalai, selain menjadi
permasalahan tersendiri tetapi juga mempunyai dampak positif antara lain sebagai
penyediaan tenaga kerja, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang
berasal dari bangsa lain, dan sebagainya. Permasalahan lainnya yang tidak dapat
dihindarkan dengan besarnya jumlah penduduk jika dikaitkan dengan luas wilayah
akan memiliki berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan antara berbagai
kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya
populasi menjadi hambatan.

Disamping itu, jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai
permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya
membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun
lahan dan juga wilayah Kota Tanjungbalai tidaklah bertambah. Oleh karena itu,
perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait
dengan besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan persebarannya.
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Dari tabel 3.1 terlihat bahwa Kecamatan Teluk Nibung merupakan wilayah dengan
jumlah penduduk terbesar yakni 45.202 jiwa (23,67%), diikuti Kecamatan Datuk
Bandar yakni 44.254 jiwa (23,18%), seterusnya Kecamatan Datuk Bandar Timur yakni
33.789 jiwa (17,70%), Kecamatan Sei Tualang Raso yakni 29.009 jiwa (15,19%) dan
Kecamatan Tanjungbalai Selatan yakni 20.017 jiwa (10,48%) serta Kecamatan
Tanjungbalai Utara memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 18.664 Jiwa (9,78%). Jika
dilihat dari jenis kelamin, maka setengahnya (50,75%) penduduk Kota Tanjungbalai
adalah laki-laki dan penduduk perempuan sedikit lebih rendah (49,24%) dari
penduduk laki-laki. Gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan dan kelurahan yang
ada

14

1. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Tabel 3.1
Jumlah dan Proporsi Berdasarkan Kecamatan Kelurahan dan Jenis Kelamin

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai sesuai hasil DKB semester II tahun 2025 sebesar
190.935 Jiwa dan jumlah itu lebih tinggi dari tahun 2024 (187.939 jiwa). Kenaikan
jumlah penduduk tersebut adalah merupakan data oleh Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Penduduk Kota Tanjungbalai tersebar di 6 (enam) kecamatan sebagaimana terlihat
pada tabel 3.1

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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Kota Tanjungbalai dengan luas wilayah 60,52 km  didiami penduduk sebanyak
187.939 jiwa dan tergolong kota yang padat dan jika tidak dikendalikan maka Kota
Tanjungbalai akan menjadi kota yang sama dengan DKI Jakarta. Kecamatan dengan
luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Datuk Bandar 22,49 km , Kecamatan Datuk
Bandar Timur 14,57 km , Kecamatan Teluk Nibung 12,55 km , dan Kecamatan Sei
Tualang Raso 8,09 km  serta Kecamatan Tanjungbalai Selatan 1,98 km  sedangkan
kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Tanjungbalai Utara seluas 0,84 km .

2

2

2 2

2 2

2

Dari tabel 3.2, nampak bahwa persebaran antar wilayah di Kota Tanjungbalai
tidaklah merata, nampak bahwa Kecamatan Tanjungbalai Utara merupakan wilayah
terpadat dengan kepadatan sebesar 22.219 jiwa/km², diikuti Kecamatan Tanjungbalai
Selatan sebesar 10.110 jiwa/km², Kecamatan Teluk Nibung sebesar 3.602 jiwa/km²,
Kecamatan Sei Tualang Raso sebesar 3.586 jiwa/km², dan Kecamatan Datuk Bandar
Timur sebesar 2,319 jiwa/km² 

Tabel 3.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

2. Kepadatan Penduduk.
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3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Perubahan jumlah penduduk yang
disebabkan oleh faktor kelahiran
(natalitas), kematian (mortalitas), dan
perpindahan pendudukan (migrasi)
dimana perubahan tersebut terjadi secara
terus menerus dari tahun ke tahun yang
mengakibatkan jumlah penduduk
mengalami perubahan secara dinamis hal
ini disebut dengan dinamika penduduk. 

Dinamika penduduk akibat kelahiran dan
kematian dinamakan faktor alami,
sedangkan perpindahan penduduk
dinamakan faktor non alami. Untuk
mengetahui perubahan jumlah penduduk
tersebut dapat dilihat dari besarnya
pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tidak
terkendali menyebabkan terjadinya
ledakan penduduk yang pada akhirnya
menimbulkan berbagai masalah
kependudukan misalnya seperti 

sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan
Tanjungbalai Datuk Bandar seluas 1.968 jiwa/km² Padatnya wilayah Kecamatan
Tanjungbalai Utara dikarenakan 90 persen dari luas wilayahnya dipergunakan untuk
pemukiman, dan pergudangan. Selain itu Kecamatan Tanjungbalai Utara juga
merupakan Kecamatan inti dan pertama ketika pembentukan Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kepadatan penduduk di wilayah Kota Tanjungbalai
perlu mendapat perhatian yang lebih serius, terutama untuk wilayah Kecamatan
Tanjungbalai Utara yang seluruh wilayahnya merupakan permukiman, yang pada
akhirnya akan semakin mengurangi luas lahan terbuka di Kota Tanjungbalai.

Melihat kondisi Kota Tanjungbalai yang padat tersebut perlu adanya pengendalian
dan pengawasan dalam penataan persebaran penduduk, peningkatan tata ruang
serta tata guna tanah melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penduduk.
Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka di masa yang akan datang
Kota Tanjungbalai akan menjadi kota yang sangat padat dengan implikasi pada
penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan.

pengangguran, kriminalitas,
pemukiman kumuh, dan lain
sebagainya yang akan mempengaruhi
terhadap perkembangan sosial
masyarakat seperti kurangnya pangan,
rendahnya pendidikan masyarakat dll.

Laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai
tahun 2025 sebesar 2,34 persen dan
termasuk dalam kategori Kecil yakni
Kurang dari 2 % seperti yang terlihat
pada tabel 3.3. di bawah ini

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Angka Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 – 2025

Laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai dari tahun 2021 mengalami naik turun. Hal
ini keliatan dari grafik angka pertumbuhan penduduk di atas yang mana pada
tahun 2022 mengalami penurunan. Akan tetapi sejak tahun 2022 sampai dengan
tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan akan tetapi pada Tahun 2025
kembalI mengalami penurunan sebesar 1,57 sehingga laju pertumbuhan
penduduk pada tahun 2025 menjadi 0,77 



18

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai

Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Diagram Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 – 2025
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B. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI.

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu
menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan
kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang,
papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok
umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita,
mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. 

Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk
meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena
anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan
berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Karakteristik adalah sebuah ciri-ciri khusus yang dapat membedakan suatu hal
dengan hal lain yang sepadan. Maka karakteristik demografi adalah ciri-ciri khusus
sebuah penduduk yang mampu membedakan penduduk tersebut dengan penduduk
lain di wilayah yang berbeda.

Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau
yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk
dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (single
age), dan yang dikelompokkan dalam 5 (lima) tahunan. Dalam pembahasan
demografi pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Misalnya
Ani lahir pada bulan Januari tahun 1998 dan Sensus 2000 dilaksanakan pada bulan
Juli. Jadi pada saat Sensus 2000 dilaksanakan Ani berusia 2 tahun 6 bulan, tetapi
dalam perhitungan demografi Anak dicatat sebagai berumur 2 tahun saja.

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 6,95
persen (13,627 jiwa) penduduk Kota
Tanjungbalai merupakan balita dan
jumlah balita ini masih cukup besar,
hal ini menuntut perhatian
pemerintah Kota Tanjungbalai dalam
penanganan penduduk balita
terutama dari segi kesehatan. Jika
diperhatikan, komposisi penduduk
usia anak- anak dan remaja yang 

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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muda (25.316 jiwa V 23.743 jiwa). Sedangkan pada kelompok usia lanjut (≥65 tahun)
terlihat bahwa jumlah penduduk lansia laki-laki lebih juga lebih kecil dibandingkan
dengan penduduk lansia perempuan (4.752 jiwa V 6.316 jiwa), ini menunjukkan
bahwa harapan hidup perempuan lebih tinggi.

Selain itu tabel 3.6 menunjukkan pula hampir dua per tiga (68,51%) penduduk Kota
Tanjungbalai pada tahun 2025 merupakan penduduk usia produktif/usia kerja (15-64
tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan karena merupakan penduduk usia kerja
dan sisanya 25,69 persen merupakan penduduk berusia kurang dari 15 tahun
(penduduk usia muda) dan 5,80 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun
ke atas).

Penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2025 jumlahnya masih cukup besar,
oleh karena itu pemerintah Kota Tanjungbalai harus lebih memperhatikan
ketersediaan lapangan pekerjaan, karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan
menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang
memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh
hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta
lingkungan pergaulan yang kondusif, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat.
Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja
yang tersedia. Disisi yang lain Pemerintah Kota Tanjungbalai harus mampu pula
menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa
jumlah penduduk usia produktif
laki-laki lebih tinggi dibandingkan
penduduk usia produktif
perempuan (66.635 jiwa V 63.973
jiwa), begitu juga untuk penduduk
kelompok usia 

berumur 5-19 tahun sebesar 27,98 persen (53.431 jiwa), untuk itu pemerintah Kota
Tanjungbalai perlu juga memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan
pendidikan terhadap anak usia sekolah ini. 

Selain itu tabel 3.5 menggambarkan pula komposisi penduduk usia kerja (produktif)
terbesar yang berada pada penduduk berumur 20-24 tahun yakni 18.107 jiwa
(9.48%).

Lebih menarik jika penduduk menurut kelompok umur ini dikelompokkan menjadi 3
(tiga) kelompok yakni penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun)
dan usia tua (65 tahun ke atas), hal ini untuk mempermudah di dalam analisa
maupun perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana terlihat pada tabel 3.5
berikut :

Tabel 3.6
Jumlah Dan Proporsi Penduduk 

Menurut Kelompok Umur Muda, Produktif Dan Tua 
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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Dari tabel 3.7  Dari tabel 3.7 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64
tahun) terbesar Kota Tanjungbalai tahun 2025 berada di wilayah Kecamatan Teluk
Nibung sebesar 30.916 jiwa, diikuti Kecamatan Datuk Bandar sebesar 30.624 jiwa,
Kemudian berturut – turut Kecamatan Datuk Bandar Timur sebesar 23.073 jiwa,
Kecamatan Sei Tualang Raso sebesar 19.675 Jiwa, Tanjungbalai Selatan sebesar
13.774 Jiwa dan yang terakhir Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 12.746 Jiwa.

Jika diperhatikan menurut kelurahan, terlihat Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk
Bandar merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar
yakni 7.412 jiwa, diikuti Kelurahan Sijambi sebesar 7.121 jiwa, Kelurahan Pasar Baru
6.994 jiwa, sedangkan Kelurahan Karya merupakan kelurahan dengan jumlah
penduduk usia produktif terendah yakni 1.161 jiwa.

Tabel 3.7
Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kecamatan,

Kelurahan dan Kelompok Umur Muda, Umur Produktif dan
Tua Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Jika penduduk kelompok umur muda, tua, dan produktif ini dikaitkan dengan
wilayah kecamatan dan kelurahan sebagaimana disajikan pada tabel 3.7.
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sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan
tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Piramida penduduk Kota Tanjungbalai menunjukkan struktur penduduk konstruktif
dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur
di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4
tahun yang terletak pada dasar piramida masih terlihat lebar. Ini menunjukkan
angka kelahiran masih tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut
tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-14 tahun masih terlihat lebar
pula, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas dasar dan menengah yang
cukup untuk menampung penduduk kelompok ini dan juga lapangan kerja.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 15-49 tahun menunjukkan
jumlah yang paling besar, diduga kelompok umur ini adalah penduduk Kota
Tanjungbalai ditambah dengan migran yang masuk ke Kota Tanjungbalai untuk
bekerja dan sekolah. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi
yang kecil (5,20%). Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus
merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang
semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai
diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa
depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan,
pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Terkait struktur umur penduduk
menurut jenis kelamin dapat
digambarkan dalam bentuk
piramida penduduk. Dengan
melihat gambar piramida
penduduk, secara sekilas kita
mengetahui struktur umur
penduduk dan implikasinya
terhadap tuntutan pelayanan
kebutuhan dasar penduduk
(baik balita, remaja, dewasa, laki-
laki dan perempuan, dan lansia) 

Gambar 3.1 
Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai

Disamping itu tabel 3.7 juga menggambarkan penduduk usia muda atau penduduk
usia di bawah 15 tahun (0-14 tahun). Dari tabel tersebut tampak bahwa Kecamatan
Teluk Nibung sebesar 12.225 jiwa, diikuti Kecamatan Datuk Bandar sebesar 11.482
jiwa, Kemudian berturut – turut Kecamatan Datuk Bandar Timur sebesar 8.909 jiwa,
Kecamatan Sei Tualang Raso sebesar 7.838 Jiwa, Tanjungbalai Utara sebesar 4.570
Jiwa dan yang terakhir Kecamatan Tanjungbalai Selatan sebesar 4.035 Jiwa



23

bila median umur < 20 tahun, penduduk menengah jika median umur 20-30 tahun,
dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Sementara apabila dilihat secara
berturut-turut sejak tahun 2021, maka Kota Tanjungbalai tetap dikategorikan
penduduk menengah atau yang sedang menuju ke penduduk Tua (old population).

Tabel 3.8
Umur Median Penduduk Kota Tanjungbalai

Tahun 2025

Umur Median Penduduk Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 - 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kota Tanjungbalai
termasuk dalam kategori penduduk Menengah. Dimana umur median penduduk
Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah 27,91 tahun, yang berarti setengah penduduk
Kota Tanjungbalai pada tahun 2025 berusia di bawah 27,91 tahun dan setengahnya
lagi berusia lebih tua dari 27,91 tahun, dengan kata lain, penduduk Kota
Tanjungbalai dikategorikan sebagai penduduk yang sedang menuju ke penduduk
Tua (old population). Penduduk suatu wilayah penduduk muda
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a. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio Jenis kelamin (RJK) atau Sex Rasio adalah suatu angka yang menunjukan
perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah
penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan
dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan
pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan
pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, dalam bidang
pendidikan harus berwawasan gender dengan memperhitungkan kedua jenis
kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam
umur yang sama. Selain itu, informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para
politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Dari tabel 3.9 terlihat bahwa Rasio
Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di
Kota Tanjungbalai tahun 2025
adalah 103,85 yang berarti bahwa
terdapat 103-104 orang laki-laki
untuk setiap 100 perempuan dan
gambaran Sex Rasio Kota
Tanjungbalai tahun 2025 ini lebih
tinggi dari gambaran sex rasio
Provinsi Sumatera Utara yakni 

100,76 (Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025) dan nasional yakni lebih banyak
penduduk laki-laki daripada perempuan. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok
umur, proporsi penduduk perempuan lebih besar pada kelompok umur 45 ke atas.
Ini menunjukkan teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan
lebih tinggi di bandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur
harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki.
Sedangkan jika dilihat pada kelompok
umur 0-4 tahun adalah 108,21 yang
artinya terdapat 108-109 balita berjenis
kelamin laki-laki dari 100 balita
perempuan. Secara biologis jumlah
kelahiran bayi laki-laki pada umumnya
lebih besar dibanding dengan kelahiran 
bayi perempuan. Namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding
bayi perempuan 

Tabel 3.9
Sex Ratio Berdasarkan Struktur Umur

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Sex Ratio Penduduk Kota Tanjungbalai
Tahun 2020 – 2025
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b. Rasio Ketergantungan Penduduk (Dependency Ratio)

Rasio Ketergantungan (Dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi
yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara
perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat
seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif
terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi
adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi
ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan
penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang
produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase
rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif
dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin
rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia
tidak produktif atau belum produktif.

Tabel 3.10
Sex Rasio Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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2. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan.

Dari tabel 3.11 terlihat bahwa rasio
ketergantungan Kota Tanjungbalai
tahun 2025 sebesar 45,97, angka ini
menunjukkan bahwa setiap 100
orang usia produktif (15-64 tahun)
terdapat sekitar 45-46 orang usia
belum dan tidak produktif/kurang
produktif (0-14 tahun dan 65+) yakni
37-38 orang diantaranya berasal
dari kelompok muda (0-14 tahun)
dan 8-9 orang berasal dari usia
lanjut (65 tahun ke atas), ini
menunjukkan beban yang
ditanggung penduduk usia
produktif di Kota Tanjungbalai
tahun 2025. Angka ini termasuk

tinggi karena usia muda penduduk Kota Tanjungbalai masih sangat besar.
Selanjutnya secara keseluruhan rasio ketergantungan Kota Tanjungbalai tahun 2025
ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketergantungan Provinsi Sumatera Utara
yakni 50,8 (SUPAS BPS, 2025) dan rasio ketergantungan penduduk nasional yakni
45,02 (SUPAS BPS, 2025).

Apabila dilihat per kecamatan, maka
rasio ketergantungan total tertinggi
ada di Kecamatan Tanjungbalai Sei
Tualang Raso yakni 47,44.
Sedangkan Kecamatan Teluk Datuk
Bandar merupakan kecamatan
dengan rasio ketergantungan Total
terendah yakni 44,51.

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi
para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam
hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas
keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama,
lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.
Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang 

Tabel 3.11
Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio)

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Rasio Ketergantungan (Depedency Ratio) Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 – 2025



27

perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan
berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk
pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan
fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel 3.12, menunjukkan bahwa penduduk 10 tahun ke atas Kota Tanjungbalai
tahun 2025 didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 47,88 persen. 

Tabel 3.13 juga menunjukkan pula
penduduk usia 15-19 tahun yang
berstatus kawin sebanyak 41
orang. Hal ini menunjukkan bahwa
penduduk Kota Tanjungbalai pada
umur tersebut mengalami
kenaikan dahsyat, dalam hal ini
terjadi penurunan kesadaran
untuk tidak melakukan kawin
muda yang mana nilai pada tahun
lalu pada tingkatan umur ini Cuma 

Tabel 3.12
Jumlah Dan Proporsi Penduduk 10 Tahun Ke Atas 

Menurut Kecamatan, Kelurahan, Status Perkawinan
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Tabel 3.13
Jumlah Dan Proporsi Penduduk 10 Tahun Ke Atas
Menurut Struktur Umur Dan Status Perkawinan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

sedangkan Jika status kawin dikaitkan
dengan umur sebagaimana tabel 3.13
dibawah kelihatan bahwa proporsi
tertinggi penduduk yang berstatus
belum kawin pada kelompok umur 10-
14 tahun, Sedangkan yang berstatus
kawin proporsi tertinggi pada kelompok
umur 40-44 tahun. Banyaknya proporsi
penduduk muda yang belum kawin
diduga disebabkan oleh besarnya
jumlah penduduk yang berada pada
umur sekolah ditambah dengan mereka
yang berstatus bekerja dan
berkeinginan mapan secara ekonomi
sebelum memasuki kehidupan
berkeluarga. Hal ini diduga adanya 

peningkatan pemahaman masyarakat seiring dengan gencarnya sosialisasi program-
progam keluarga berencana yang dilakukan pemerintah dan pentingnya pendidikan
dan permasalahan yang terjadi pada perkawinan usia dini.
Selain itu menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus cerai baik cerai
hidup maupun cerai mati. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih
banyak berada pada umur 40-44 tahun, sedangkan penduduk berstatus cerai mati
berada pada umur 75 tahun ke atas.

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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a. Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode
tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah.
Angka perkawinan kasar ini berguna untuk memberikan pelayanan- pelayanan yang
berkaitan dengan perkawinan maupun program-program pelayanan keluarga.
Pencatatan peristiwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam di dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan pencatatan peristiwa
perkawinan bagi penduduk yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Buddha,
Khonghucu, dan Aliran Kepercayaan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Angka perkawinan kasar menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode
tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah.
Angka perkawinan kasar ini berguna untuk memberikan pelayanan- pelayanan yang
berkaitan dengan perkawinan maupun program-program pelayanan keluarga.
Pencatatan peristiwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam di dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan pencatatan peristiwa
perkawinan bagi penduduk yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Buddha,
Khonghucu, dan Aliran Kepercayaan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Tabel 3.14 di atas memperlihatkan
bahwa angka perkawinan kasar di
Kota Tanjungbalai sebesar 6,93
yang berarti dari 1000 penduduk
Kota Tanjungbalai pada tahun
2025 terjadi 6 s/d 7 perkawinan.
Angka perkawinan kasar tertinggi
terjadi di Kecamatan Datuk Bandar
sebesar 8,18 yang berarti dari 1000
penduduk di Kecamatan 

Datuk Bandar pada tahun 2025 terjadi 8 sampai 9 perkawinan dan angka
perkawinan kasar terendah terjadi di Kecamatan Tanjungbalai Selatan sebesar 4,48.

14 orang. Sedangkan penduduk usia 15-19 tahun yang berstatus cerai hidup dan
cerai mati dalam persentase tidak ada. Dimana penduduk usia 15-19 tahun ini
seharusnya masih duduk dibangku sekolah. Berkaitan penduduk usia 10-19 tahun
ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai sebaiknya melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi.

Tabel 3.14
Angka Perkawinan Kasar Berdasarkan Kecamatan 

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah dan Data
Kementerian Agama Kota Tanjungbalai
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b. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Kasar Kota Tanjungbalai
Tahun 2021-2025

Angka perkawinan umum menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode
tertentu per 1000 penduduk berusia di atas 15 tahun pada periode yang sama di
suatu wilayah. Angka perkawinan umum merupakan indikator yang lebih cermat
dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungnnya hanya
memasukan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu yang berumur 15 tahun ke
atas sebagai faktor penyebut.

Tabel 3.15 di atas memperlihatkan
bahwa angka perkawinan umum di
Kota Tanjungbalai sebesar 9,30
yang berarti dari 1000 penduduk
berumur 15 tahun ke atas di Kota
Tanjungbalai pada tahun 2025
terjadi 9 sampai 10 perkawinan.
Hal ini mengalami kenaikan dari
tahun 2024 yang sebesar 0,99.
Angka perkawinan umum tertinggi
terjadi di Kecamatan Datuk Bandar
sebesar 10,98 yang berarti dari
1.000 penduduk 15 tahun ke atas
di Kecamatan Datuk Bandar pada
tahun 2025 terjadi 10 sampai 11
perkawinan disusul oleh
Kecamatan Datuk Bandar Timur
sebesar 10,73, Kecamatan Teluk
Nibung sebesar 9,82, Kecamatan
Sei Tualang Raso sebesar 8,55 dan
Kecamatan Tanjungbalai Utara
sebesar 6,88 sementara angka
perkawinan umum terendah
terjadi di Kecamatan Tanjungbalai
Selatan sebesar 5,63

Tabel 3.15
Angka Perkawinan Umum Berdasarkan Kecamatan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah dan Data
Kementerian Agama Kota Tanjungbalai

Angka Perkawinan Umum Kota Tanjungbalai
Tahun 2021-2025
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c. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (Singulate Mean Age at Marriage/SMAM)

30

Rata-rata umur kawin pertama atau Singulate Mean Age at Marriage (SMAM) adalah
perkiraan rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap
lajang (belum kawin). Indikator ini akan memudahkan para  penentu kebijakan dan
perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan
penduduk kelompok umur muda untuk menunda perkawinan agar dapat
menyelesaikan pendidikan miniman pendidikan 9 tahun. Selain itu, umur kawin
pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin
pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan,
artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin sedikit pula
jumlah anak yang akan dilahirkannya.

Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka
semakin pendek pula masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan
tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Kegunaan SMAM adalah untuk menunjukkan berapa rata-rata umur penduduk
pertama kali kawin. Kalau mereka kawin pada usia muda maka peluang untuk
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akan terhenti. Kondisi ini terutama terjadi
pada remaja perempuan yang akan dikeluarkan dari sekolah jika diketahui hamil dan
terpaksa kawin. Kegunaan perhitungan umur kawin pertama adalah untuk
penyuluhan pendewasaan usia kawin, peningkatan program kesehatan reproduksi
(KESPRO) bagi remaja.

Tabel 3.16
Singulate Mean Age At Mariage
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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Untuk menjelaskan tabel tersebut, berikut uraian mengenai langkah-langkah yang
dapat dilakukan dalam penghitungan SMAM yaitu sebagai berikut :

Dari Tabel 3.16 dan tabel penghitungan SMAM dapat digambarkan bahwa Singulate
Mean Age at Marriage penduduk Kota Tanjungbalai tahun 2025 adalah 28,63.
Artinya, bahwa rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan di Kota
Tanjungbalai pada tahun 2025 adalah 28-29 tahun, dan ini merupakan usia kawin
pertama yang cukup matang

Angka perkawinan pertama ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kota
Tanjungbalai telah menunda perkawinan karena diduga mereka lebih memilih
melanjutkan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Angka ini juga mencerminkan
bahwa penduduk di Kota Tanjungbalai saat memutuskan untuk membina rumah
tangga telah matang secara mental dan reproduksi.

Tingginya angka rata-rata umur kawin pertama penduduk (hasil DKB semester II
tahun 2024) dikarenakan data penduduk yang berstatus kawin yang ada dalam
database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
penduduk yang mempunyai bukti perkawinan yang sah menurut Negara atau
kemungkinan penduduk muslim yang berstatus kawin sah secara agama maupun
Negara belum melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu,
diduga penduduk Kota Tanjungbalai yang telah kawin secara agama atau adat tidak
tercatat dalam database kependudukan dan status mereka masih belum kawin atau
cerai hidup atau cerai mati.
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d. Angka Perceraian Kasar

Tabel 3.17 di atas memperlihatkan bahwa angka perceraian umum di Kota
Tanjungbalai sebesar 2,05 yang berarti dari 1000 penduduk di Kota Tanjungbalai
pada tahun 2025 terdapat 2 sampai 3 orang orang yang melakukan perceraian.
Angka Perceraian umum tertinggi terjadi di Kecamatan Sei Tualang Raso sebesar
2,56 yang berarti dari 1000 penduduk di Kecamatan Sei Tualang Raso pada tahun
2025 terjadi 2 sampai 3 Perceraian disusul oleh Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan
Kecamatan Teluk Nibung sebesar 2,29, Kecamatan Datuk Bandar Timur sebesar 1,96,
dan Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 1,93 sementara angka Perceraian umum
terendah terjadi di Kecamatan Datuk Bandar Timur sebesar 1,48.

32

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga
mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas
dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi
masyarakat tentang status cerai terutamabagi perempuan.
Angka perceraian kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk
terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun
tertentu. Angka perceraian kasar ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis
suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian.

Perceraian bagi penduduk yang beragama Islam diputuskan dan diterbitkan oleh
Pengadilan Agama, sedangkan perceraian bagi penduduk Non Muslim di putuskan
oleh Pengadilan Negeri dan di dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil kabupaten/kota.

Tabel 3.17
Angka Perceraian Kasar Berdasarkan Kecamatan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah dan Data Pengadilan
Agama Kota Tanjungbalai
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e. Angka Perceraian Umum

33

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup
terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko
perceraian) pada suatu tahun tertentu.

Tabel 3.18 di atas
memperlihatkan bahwa angka
perceraian umum di Kota
Tanjungbalai sebesar 2,75 yang
berarti dari 1000 penduduk
berumur 15 tahun ke atas di Kota
Tanjungbalai pada tahun 2025
terdapat 2 sampai 3 orang yang
melakukan perceraian. Angka 

Angka Perceraian Kasar Kota Tanjungbalai
Tahun 2021-2025

Tabel 3.18
Angka Perceraian Umum Berdasarkan Kecamatan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota
Tanjungbalai diolah dan Data Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai

Perceraian umum tertinggi terjadi di Kecamatan Sei Tualamg Raso sebesar 3,50 yang
berarti dari 1000 penduduk 15 tahun ke atas di Kecamatan Sei Tualamg Raso pada
tahun 2025 terjadi 3 sampe 4 orang Perceraian disusul oleh Kecamatan Teluk Nibung
sebesar 3,12, Kecamatan Tanjungbalai Selatan sebesar 2,88, Kecamatan Datuk
Bandar Timur sebesar 2,65 dan Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 2,55
sementara angka Perceraian umum terendah terjadi di Kecamatan Datuk Bandar
sebesar 1,98. 

Angka Perceraian Umum Kota Tanjungbalai
Tahun 2021-2025
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3. Keluarga

a. Jumlah Keluarga dan Rata – Rata Jumlah Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga
menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti
peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain
sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat
pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan
karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga
menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan
kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Informasi
tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam
perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti
pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan,
keluarga berencana dan sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga
inti/batih (nuclear family) dan keluarga luas (extended family). Besarnya jumlah
anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan
keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin
tinggi tingkat kesejahteraannya.

Keluarga dibentuk dari sekelompok
orang yang terikat dan mempunyai
hubungan kekerabatan karena
perkawinan, kelahiran, adopsi dan
lain sebagainya. Informasi tentang
jumlah keluarga dan komposisi
anggota keluarga, diperlukan dalam
perencanaan maupun implementasi
kebijakan pemenuhan pelayanan
dasar, seperti pendidikan,
kesehatan, perumahan, kebutuhan
pangan, pengentasan kemiskinan,
keluarga berencana dan sebagainya.
Keluarga terbagi menjadi dua yaitu
keluarga inti/batih (nuclear family)
dan keluarga luas (extended family).
Besarnya jumlah anggota keluarga
biasanya digunakan untuk
menggambarkan kesejahteraan
keluarga, dimana semakin kecil
jumlah anggota keluarga
diasumsikan akan semakin tinggi
tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3
generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa
disebut dengan sandwiches family, dimana pasangan suami istri harus menanggung
orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah
bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka
tanggung dan bagaimana pola pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa
berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tabel 3.19
Jumlah Dan Proporsi Kepala Keluarga Dan

Rata - Rata Anggota Keluarga Berdasarkan Kecamatan Dan Kelurahan
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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b. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Berdasarkan Tabel 3.19 Jumlah keluarga di Kota Tanjungbalai sebanyak 57.100
keluarga yang tersebar di 6 kecamatan dan 31 Kelurahan. Kecamatan Teluk Nibung
memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 13.153 keluarga (23,04%) kemudian disusul
oleh kecamatan Datuk Bandar sebanyak 12.993 keluarga (22,75%), Kecamatan Datuk
Bandar Timur yaitu 10.085 keluarga (17,66%), Kecamatan Sei Tualang Raso yaitu
8.418 keluarga (14,74%), Kecamatan Tanjungbalai Selatan yaitu 6.655 keluarga
(11,65%), Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Tanjungbalai
Utara yaitu 5.796 keluarga (10,15%).

Sedangkan dari Tingkat Kelurahan yang memiliki jumlah keluarga yang terbesar
Kelurahan Sirantau yaitu 3.137 Keluarga atau sekitar 5,49 % dan yang memiliki
keluarga terkecil Kelurahan Karya yaitu 561 Keluarga atau sekitar 0,98 %

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Tanjungbalai sebanyak 3,37 per keluarga.
Ini menunjukkan bahwa keluarga di kota Tanjungbalai lebih banyak merupakan
keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan
menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga
terdiri dari 3-4 orang per keluarga. Begitu juga rata – rata jumlah anggota keluarga di
setiap kelurahan juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai
tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kota Tanjungbalai
dan dapat digunakan pemerintah kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan,
seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat
memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

Status hubungan anggota keluarga dengan Kepala Keluarga diperlukan untuk
melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (living
arrangement) dan pola pengasuhan anak pada keluarga tersebut.

Dari Tabel 3.20 bahwa Kepala
Keluarga laki-laki umumnya
mempunyai pasangan/isteri yaitu
dari 43.562 Kepala Keluarga laki-
laki (44,95%), yang mempunyai
isteri sebanyak 35.600 orang
(37,86%), sedangkan Kepala
Keluarga perempuan sebanyak
13.538 (14.40%) hanya 5 orang
(0,01%) yang mempunyai suami

Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Keluarga perempuan pada umumnya berstatus
sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai
hidup maupun cerai mati. Perempuan berstatus Kepala Keluarga ini perlu mendapat
perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh Kepala Keluarga
perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga
yang dikepalai oleh laki-laki.

Tabel 3.20
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

d. Karakteristik Kepala Keluarga
Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus
menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang
rendah yaitu sekitar 2,52 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (extended
family) di Kota Tanjungbalai jumlahnya tidak besar.

Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur dari Kepala Keluarga dan
anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi
demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti ketersediaan pangan,
pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Dari tabel 3.21 terlihat bahwa mayoritas keluarga di Kota Tanjungbalai dikepalai oleh
Kepala Keluarga yang berumur antara 30-59 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kota
Tanjungbalai merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif. 

Karakteristik Kepala Keluarga menurut
jenis kelamin dapat menunjukkan
seberapa banyak perempuan yang
menjadi Kepala Keluarga, bagaimana
kecenderungannya di masa depan
dan bagaimana gambaran sosial
ekonomi keluarga yang dikepalai
perempuan. Selain itu dapat juga
menggambarkan tingkat perceraian 

Tabel 3.22 menyajikan jumlah dan
proporsi Kepala Keluarga Kota
Tanjungbalai tahun 2024 menurut
kecamatan dan jenis kelamin. Dari Tabel
tersebut terlihat bahwa mayoritas Kepala
Keluarga di Kota Tanjungbalai adalah laki-
laki yaitu 42.698 Kepala Keluarga,
sedangkan perempuan yang menjadi
Kepala Keluarga sebanyak 13.024 atau
dengan perbandingannya sekitar 3,28:1,
yang artinya dari 3-4 Kepala Keluarga
laki-laki terdapat 1 Kepala Keluarga
perempuan

Tabel 3.21
Jumlah Dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut 

Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

(baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan
salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel 3.22
Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga

Menurut Kecamatan dan Kelurahan serta Jenis Kelamin
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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e. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Kepala Keluarga Perempuan sebanyak 7.086 jiwa dan Kepala Keluarga laki-laki
sebanyak 1.547 jiwa.

Selanjutnya Kepala Keluarga status cerai hidup sebanyak 3.510 jiwa (6.15%) dengan
besaran Kepala Keluarga perempuan sebesar 2.315 jiwa dan Kepala Keluarga laki-
laki sebesar 1.195 jiwa yang terakhir dengan status belum kawin sebesar 4.186 jiwa
(7,33%) dengan proporsi masing-masing laki-laki dan perempuan sebesar 2.631 jiwa
dan 1.555 jiwa. Biasanya Kepala Keluarga yang berstatus belum kawin merupakan
anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau Kepala
Keluarga tersebut hidup sendirian meskipun demikian perlu dikaji kembali apakah
mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian.

Dari tabel 3.23 juga dapat dilihat besaran Kepala Keluarga yang bila dikaitkan
dengan jenis kelamin bahwa Kepala Keluarga laki-laki sebagian besar sudah
berstatus kawin yaitu 87,67 % dibandingkan dengan status lainnya yang hanya kalau
digabungkan baik itu belum kawin, cerai hidup dan cerai mati cuma 12,33%.

Sedangkan Kepala Keluarga perempuan yang sebagai Kepala Keluarga yang status
kawin hanya 19,07% jauh berbanding terbalik dengan Kepala Keluarga laki- laki.
Kepala Keluarga perempuan didominasi dengan status cerai baik itu cerai mati dan
cerai hidup dengan proporsi masing 52,34% dan 17,10%. Kebiasaan kawin ulang
yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut.
Selain itu, perempuan yang berstatus cerai, baik hidup maupun mati, mempunyai
pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah
memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan

Dalam konsep demografi kepaia keluarga merupakan seseorang baik laki-laki
maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran,
fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial
maupun psikologi.

Karakteristik kepaia keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk
melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus
cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 3.23 menyajikan jumlah dan
proporsi Kepala Keluarga menurut
status kawin dan jenis kelamin.
Pada umumnya Kepala Keluarga
berstatus kawin yaitu 40.771 Jiwa
(71,40%) yang didominasi oleh laki-
laki sebanyak 38.189 Jiwa dan
Perempuan sebanyak 2.582 jiwa,
kemudian Kepala Keluarga yang
status cerai mati sebanyak 8.633
jiwa (15,12%) yang didominasi oleh  

Tabel 3.23
Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Status

Kawin dan Jenis Kelamin 
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi
ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada
kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk
menikah kembali. Sedangkan persentase paling kecil pada status belum kawin
sebesar 11,15%.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi
Kepala Keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga
maupun keempat. Oleh sebab itu proporsi perempuan Kepala Keluarga yang cukup
besar (20,68%), diduga termasuk mereka yang menjadi Kepala Keluarga ini adalah
menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Jika diperhatikan Tabel 3.22 dan Tabel 3.23, terdapat informasi yang berbeda, yaitu
pada tabel 3.23 terdapat 2.693 Kepala Keluarga perempuan yang berstatus kawin.
Sementara pada Tabel 3.22 menunjukkan sebanyak 13.024 orang Kepala Keluarga
perempuan. Diduga sebagian dari mereka belum melaporkan perkawinan mereka.
Karakteristik Kepala Keluarga akan lebih menarik jika dikaitkan juga dengan
kelompok umur.

Sementara pada Tabel 3.24 Sementara pada Tabel 3.24 di bawah dapat dijelaskan
bahwa Kepala Keluarga yang berstatus belum kawin terbesar berada pada kelompok
umur 25-29 tahun sebesar 16,81%, Kepala Keluarga yang berstatus kawin terbesar
berada pada kelompok umur 40-44 tahun sebesar 14,31%, dan Kepala Keluarga yang
berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun sebesar
18,15%. Sedangkan Kepala Keluarga berstatus cerai mati berada pada kelompok
umur 55 tahun ke atas..

Tabel 3.24
Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut  

Kelompok Umur dan Status Kawin 
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status Kepala Keluarga dikaitkan
dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai Kepala Keluarga
merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat
digunakan untuk yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan
seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang Kepala Keluarga
diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota
keluarganya. Jenjang pendidikan yang dicapai Kepala Keluarga dapat digunakan
untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah
tangga/keluarga yang bersangkutan.

Informasi tentang Jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukan
karakteristik penduduk berdasarkan Jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian
pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota sekaligus kualitas SDM.
Dari Tabel 3.25, terlihat bahwa
sebagian besar Kepala Keluarga
berpendidikan SLTA/Sederajat
yaitu sebesar 36,46 persen,
disusul dengan Tamat
SD/Sederajat sebesar 29,55
persen, dan SLTP/Sederajat
sebesar 20,02 persen. Proporsi
Kepala Keluarga yang
berpendidikan D1/D2/D3 hanya
sebesar 1,95 persen dan
S1/S2/S3 sebesar 5,49 persen,
dan masih adanya Kepala
Keluarga yang tidak sekolah dan
tidak tamat SD persentasenya
mencapai 6,45 persen.
Gambaran diatas menunjukkan bahwa lebih separuh (56,39%) Kepala Keluarga
masih berpendidikan SMP ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara
nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Kota
Tanjungbalai. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, seperti Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) serta Bonus Demografi di Indonesia diprediksi akan
berlangsung di tahun 2024-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat
besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Kondisi ini
harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kota
Tanjungbalai agar mempunyai daya saing global. Apabila dilihat dari tingkat
pendidikan ini, maka Kepala Keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga
mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu
memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya Kepala
Keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Tabel 3.25
Kepala Keluarga Berdasarkan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
Kota Tanjungbalai Tahun 2025
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g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

jawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja,
sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang
bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun
demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Selanjutnya yang terbesar kedua adalah mengurus rumah tanggal sebesar 7.944 jiwa
(13,91%) disusul oleh tidak bekerja 1.206 jiwa (2,11%) seterusnya berturut pensiunan
sebesar 784 jiwa (1,28%) dan pelajar/mahasiswa sebanyak 729 jiwa (1,28%).

Bila dikaitkan dengan jenis kelamin, Kepala Keluarga laki – laki sebahagian besar juga
telah bekerja yaitu sebesar 96,77 % dan hanya cuma 3,23 % yang selebihnya.
Sementara Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan antara yang bekerja
dan sebagai ibu rumah tangga hampir berimbang jumlahnya dengan masing-masing
proporsi 31,64% dan 58,68% selebihnya belum bekerja, pelajar/mahasiswa dan
sebagai pensiunan.

Untuk itu pemerintah Kota Tanjungbalai perlu memperhatikan keluarga yang
dikepalai oleh Kepala Keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka kecil.
Kepala Keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia
pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu
diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka,
karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh Kepala Keluarga yang tidak
bekerja memiliki status ekonomi yang rendah

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga
maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap potensi
ekonomi keluarga. Oleh sebab itu Informsi mengenal kepala keluarga menurut
status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar
penduduk.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, kelihatan bahwa Kepala Keluarga laki- laki
dengan tamatan pendidikan SLTP ke bawah lebih besar dari pada tamatan SLTA
sederajat ke atas dengan proporsi SLTP ke bawah sebesar 53,39 % dan SLTA Ke atas
46,61% begitu juga dengan Kepala Keluarga perempuan yaitu 64,85% dan 35,15, hal
ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagiPemerintah Kota Tanjungbalai bahwa
sebagian besar Kepala Keluarga di Kota Tanjungbalai berpendidikan rendah yang
sangat berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan dan perekonomian keluarga.

Jika dilihat dari jenis kegiatan
pekerjaan yang terlihat pada tabel
3.26, sebagian besar Kepala
Keluarga di Kota Tanjungbalai
berstatus bekerja (81,33%).
Proporsi Kepala Keluarga laki-laki
(73,82%) jauh lebih besar
dibandingkan Kepala Keluarga
perempuan (7,50%). Hal ini
menunjukkan bahwa peran dan
fungsi laki-laki adalah penanggung

Tabel 3.26
Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut

Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin 
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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4. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu sesuai tujuannya. Pengelompokkan penduduk atau komposisi
penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan
pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial merupakan pengelompokkan
penduduk berdasarkan kriteria sosial seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi,
jenis pekerjaan, jenis kelamin, agama, perkawinan, dan lain sebagainya.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin
tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah
tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan
ketrampilan baik hard skill maupun soft skill. Beberapa pelaku usaha menyatakan
bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena
keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Tamat sekolah
didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh
seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi
jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas
tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 3.27 menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan tertinggi yang
ditamatkan relatif cukup tinggi.
Hampir dari seperempat
penduduk Kota Tanjungbalai
(21,58%) tamat SLTA/Sederajat.
Jika dilihat menurut jenis kelamin,
persentase penduduk yang tamat
SLTA hampir sama antara
penduduk perempuan dengan
penduduk laki-laki. Permintaan
pasar tenaga kerja yang
mensyaratkan minimal
pendidikan SLTA, menyebabkan 
penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk
ke pasar kerja non pertanian.

Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan sedikit lebih
rendah dibandingkan persentase penduduk laki-laki. Namun pada jenjang
pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk laki-lakisedikit
lebih tinggi daripada penduduk perempuan.

Untuk pendidikan tingkat tinggi dari DI/DII/DIII sampai dengan tingkat pendidikan S3
persentase penduduk yang mempunyai motivasi tinggi untuk belajar adalah 

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025
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b. Komposisi Penduduk Menurut Agama

perempuan dengan persentase 3,06 persen sedangkan untuk laki-laki sebesar 1,88
persen.

Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar dari penduduk laki-laki Kota Tanjungbalai
untuk tingkat yang lebih tinggi sangat rendah. Tapi apakah hal ini berkaitan dengan
tingkat kesejahteraan ataukah motivasi untuk belajar sangat rendah memerlukan
kajian yang lebih mendalam.

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk
merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan
suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Berdasarkan tabel 3.28 di bawah, Penduduk Kota Tanjungbalai yang memeluk
agama Islam (88,06%), disusul kemudian pemeluk agama Kristen (6,84%), Agama
Buddha (4,28%), agama Katholik (0,78%), Agama Hindu dan pemeluk agama
Khonghucu masing – masing (0,02%) dan Aliran Kepercayaan (0,005%).

Tabel 3.28
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin 

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Berdasarkan Kecamatan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025
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c. Komposisi Penduduk Menurut Disabilitas.

Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang Disabilitas dan jenis
kedisabilitasnya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik
yang ramah penyandang disabilitas. Selama ini perhatian pemerintah dianggap
kurang dan masih banyak perlakuan diskrimintaif dalam pelayanan publik kepada
kelompok ini. Berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang
disabilitas.

Terutama disabilitas fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.
Informasi jumlah penyandang disabilitas terutama disabilitas fisik dapat digunakan
untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah
penyandang disabilitas, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja
dan lain sebagainya. Data SIAK mencakup data tentang penyandang disabilitas ini.

Jika dikaitkan dengan wilayah kecamatan, maka agama Islam mendominasi di semua
wilayah kecamatan di Kota Tanjungbalai. Sesuai dengan Tabel 3.29, Kecamatan Teluk
Nibung merupakan wilayah agama Islam terbesar yaitu 45.000 jiwa, diikuti
Kecamatan Datuk Bandar yaitu 34.042 jiwa, dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
yaitu 31.938 jiwa selanjutnya Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan
Tanjungbalai Utara dengan proporsi masing–masing 27.643 dan 16.292 Sedangkan
sebaran agama Islam terkecil berada di Kecamatan Tanjungbalai Selatan yaitu 13.225
jiwa.

Agama kedua terbesar setelah Islam, yang tersebar disetiap kecamatan adalah
agama Kristen terkecuali pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan agama kedua yang
terbesar adalah Agama Buddha. Kecamatan Datuk Bandar merupakan wilayah
dengan agama Kristen terbesar. Sedangkan pada urutan yang ketiga agama terbesar
ada Agama Buddha yang mana penganutnya berada paling banyak pada Kecamatan
Tanjungbalai Selatan.

Informasi tentang banyaknya
penduduk penyandang Disabilitas
dan jenis kedisabilitasnya sangat
diperlukan dalam memberikan
program pelayanan publik yang
ramah penyandang disabilitas.
Selama ini perhatian pemerintah
dianggap kurang dan masih banyak
perlakuan diskrimintaif dalam
pelayanan publik kepada kelompok
ini. Berbagai kantor pelayanan

publik belum ramah penyandang disabilitas.

Tabel 3.30
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kedisabilitasan berdasarkan

 Kecamatan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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5. KELAHIRAN (FERTILITAS)

a. Jumlah Kelahiran

Terutama disabilitas fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.
Informasi jumlah penyandang disabilitas terutama disabilitas fisik dapat digunakan
untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah
penyandang disabilitas, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja
dan lain sebagainya. Data SIAK mencakup data tentang penyandang disabilitas ini.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, maka penyandang disabilitas terbesar pada
penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jenis kedisabilitas adalah penyandang
disabilitas fisik dan mental yaitu 132 orang, diikuti penyandang disabilitas
mental/jiwa sebanyak 99 orang, disabilitas lainnya sebanyak 55 orang, dan
penyandang rungu/wicara sebanyak 54 orang serta penyandang disabilitas fisik dan
mental sebanyak 9 orang sementara penyandang disabilitas terkecil adan Disabilitas
Netra/buta yaitu 18 orang. sementara pada penyandang disabilitas perempuan yaitu
penyandang disabilitas fisik/mental yaitu 86 orang, diikuti penyandang disabilitas
mental/jiwa sebanyak 73 orang, disabilitas rungu/wicara sebanyak 56 orang, dan
penyandang disabilitas netra/buta sebanyak 26 orang serta penyandang disabilitas
lainnya dan yaitu 22 orang seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini.

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari
seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut
banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas
hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada
perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada
perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Istilah fertilitias juga sering disebut dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu
terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan,
seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya.
Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila
waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati (still
live) yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.
Informasi kelahiran ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai
fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan
anak, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

 Tabel 3.31
 Jumlah Penduduk Menurut Kedisabilitasan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

 Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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b. Angka Kelahiran Kasar

Untuk menentukan jumlah kelahiran
dalam satu wilayah digunakan angka
kelahiran (Fertilitas). Angka kelahiran
yaitu angka yang menunjukkan rata-rata
jumlah bayi yang lahir setiap 1.000
penduduk dalam waktu satu tahun.
Besar kecilnya angka kelahiran (natalitas)
dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Berikut ini faktor pendorong dan faktor
penghambat kelahiran.

Faktor pendorong tingginya angka
kelahiran :
a) Banyaknya perkawinan di usia muda
b) Ada anggapan bahwa banyak anak 

banyak rezeki
c)

d) Anak merupakan penerus keturunan 
terutama anak laki-laki

Adapun faktor yang menghambat angka
kelahiran adalah sebagai berikut :
a) Adanya program KB
b) Timbulnya kesadaran terhadap

penundaan usia perkawinan
c) Adanya UU perkawinan
d) Semakin banyaknya wanita karier
e) Adanya peraturan pemerintah

mengenai tunjangan pegawai negeri
bagi anak- anaknya

Adapun jumlah kelahiran di Kota
Tanjungbalai tahun 2025 yang didapat
dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
sebagaimana terlihat pada tabel 3.32 di
atas yakni sebanyak 2.872 kelahiran
hidup. Dengan proporsi jenis kelamin
yang hampir sama besarnya.

Dengan jumlah kelahiran hidup yang
cukup besar, maka Kota Tanjungbalai
kedepan akan menghadapi konsekuensi
pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar
atas kelahiran bayi-bayi tersebut, mulai
saat ini sampai bayi-bayi mendapatkan
pekerjaan dan menjadi ibu yang
melahirkan generasi penerus.

 Tabel 3.32 
 Jumlah Kelahiran

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

 Jumlah Kelahiran
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Tabel 3.33
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) 

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai
diolah dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Perasaan tersiksa bila tidak memiliki
anak



6. KEMATIAN (MORTALITAS)
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Kematian atau mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang
berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat
mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ;
penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan
penduduk di daerah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau
berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah daiam peningkatan kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat.

Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam "angka" {rate) yang menunjukkan tinggi
rendahnya tingkat kematian di suatu daerah. Sedangkan indikator kematian dari sisi
kuantitas antara lain ;

Berdasarkan tabel 3.33 Angka kelahiran kasar di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025
terlihat adalah sebesar 15,10. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 1.000 penduduk
Kota Tanjungbalai pada pertengahan tahun terjadi 15-16 kelahiran. Dari angka ini
menunjukkan terjadi penurunan angka kelahiran di Kota Tanjungbalai sebesar
sekitar 1,67 Kelahiran dibandingkan pada tahun 2024

Kabupaten atau Kota yang masih mempunyai jumlah  kelahiran yang besar akan
menghadapi konsekuensi pemenuhankebutuhan pelayanan  dasaratas kelahiran
bayi-bayi ini, saat ini dan seterusnya sampai bayi-bayi ini mendapatkan perkejaan
dan menjadi Ibu yang melahirkan generasi penerus.

Data penduduk Kota Tanjungbalai usia nol tahun (data kelahiran hidup) tahun 2024
ini diduga belum semua tercatat atau terlapor ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil atau diduga saat bayi lahir hidup lalu meninggal saat itu juga, tidak
dicatatkan sebagai kelahiran hidup tetapi dicatatkan sebagai lahir mati.

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate) Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah dan Dinas
Kesehatan Kota Tanjungbalai
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Jumlah Kematian dan Angka Kematian Kasar

Berdasarkan tabel 3.34 AAngka kematian kasar di Kota Tanjungbalai pada Tahun
2025 terlihat adalah sebesar 9,37. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 1.000
penduduk Kota Tanjungbalai pada pertengahan tahun terdapat 9-10 orang yang
meninggal sehingga dikatakan pada tahun 2025 ini Kota Tanjungbalai mengalami
kenaikan angka kematian sebesar 3,52 dibanding dengan dengan pada tahun 2024.

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah
pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk
memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk.
Selain itu,data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan
berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya.

Tabel 3.34 
Angka Kematian Kasar

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Angka Kematian Kasar (Crude Birth Rate) Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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BAB IV
KUALIT AS PENDUDUK

A. KESEHATAN

Kualitas Penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non
fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang
merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati
kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk
juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan
kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang,
papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan berkaitan
dengan mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah kualitas
penduduk dipengaruhi oleh pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi,
masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan
manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat
pendidikan melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka kematian bayi
dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan
penghasilan perkapita.
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Kelahiran atau fertilitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan
dengan kesuburan wanita atau disebut juga fekunditas. Dengan kata lain fertilitas ini
menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Dalam pengertian demografi kelahiran
adalah kemampuan riil dari seorang wanita untuk melahirkan dicerminkan dari
banyaknya bayi yang lahir hidup. Data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan
dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya, seperti menentukan
angka kelahiran kasar.

Selanjutnya jika jumlah kelahiran hidup ini dikaitkan dengan perempuan usia 15-49
tahun atau yang disebut dengan angka kelahiran umum (General Fertility Rate/GFR)
yakni angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita yang
berusia 15 – 49 tahun dalam satu tahun, sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini.

Indikator kesehatan biasanya diukur dari kelahiran yang meliputi angka kelahiran,
pemeriksaan post natal, pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan,
kematian bayi dan kematian ibu. Berikut adalah gambaran penduduk Kota
Tanjungbalai berdasarkan kualitas kesehatan pada tahun 2024.

1. Kelahiran

a. Angka Kelahiran Menurut Umur dan Angka Kelahiran Total
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Dari tabel 4.1 terlihat  bahwa angka kelahiran umum (GFR) Kota Tanjungbalai tahun
2025 sebesar 34,55, yang artinya bahwa dari 1.000 perempuan usia 15-49 tahun
terdapat 34-35 kelahiran hidup.

 Jika dilihat menurut kecamatan, maka Kecamatan Datuk Bandar Timur merupakan
kecamatan dengan GFR tertinggi yakni 38,82 dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan
merupakan kecamatan dengan GFR terendah yakni 24,20.

Selanjutnya jika dilihat menurut kelurahan, maka Kelurahan Semula Jadi merupakan
wilayah dengan GFR tertinggi (43,17) yang mana jauh lebih tinggi dari GFR Kota
Tanjungbalai, sedangkan Kelurahan Karya merupakan kelurahan dengan GFR
terendah yakni 15,66.

 Tabel 4.1
 Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR)

 Menurut Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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b. Rasio Anak dan Perempuan (Child Women Ratio/CWR)

CWR ini berguna untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan
menggambarkan berapa banyak anak di bawah 5 tahun dibandingkan dengan
perempuan usia reproduksi. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan
data registrasi. CWR ini menunjukkan beban ibu/perempuan mengurus anak.

Tabel 4.2 di bawah ini menggambarkan besarnya rasio anak dan perempuan (Child
Women Ratio-CWR) di Kota Tanjungbalai tahun 2025 sebesar 12,47. Hal ini berarti
bahwa diantara 100 perempuan usia reproduktif terdapat 12-13 anak usia 0-4 tahun.
Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih normal karena masih
normalnya jumlah anak balita.

Dari tabel 4.2 terlihat pula bahwa Kecamatan Datuk Bandar Timur merupakan
wilayah kecamatan dengan CWR tertinggi yakni sebesar 13,55, sedangkan
Kecamatan Tanjungbalai Selatan adalah kecamatan dengan CWR terendah yakni
8,94.

Jika dilihat menurut wilayah kelurahan, maka Kelurahan Selat Tanjung Medan
merupakan wilayah dengan CWR tertinggi yakni 15,54. Sedangkan Kelurahan Karya
merupakan wilayah dengan CWR terendah yakni 5,37.

Angka Kelahiran Umum (General Fertility Rate/GFR)
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah
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Dengan nilai besaran CWR, maka peran Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu untuk
memberikan sosialisasi berkaitan dengan penundaan kehamilan, dan permasalahan
berkaitan dengan perkawinan usia muda.

 Tabel 4.2
 Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun

 Child Women Ratio (CWR)
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah

Child Women Ratio (CWR)
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2025 Kota Tanjungbalai diolah



Profil Kependudukan
Kota Tanjungbalai
Tahun 2024

Tinggi rendahnya tingkat kematian
(mortalitas) penduduk di suatu daerah
akan mempengaruhi pertumbuhan
penduduk, tetapi juga merupakan
cerminan dari tinggi rendahnya tingkat
kesehatan penduduk di daerah tersebut.
Sehingga indikator kematian penting
dalam merencanakan berbagai kebijakan
di bidang kesehatan maupun untuk
mengevaluasi program kegiatan
pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh;
faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat
tinggal, pendidlkan, umur, jenis kelamin
dll. Kematian juga dapat dilihat dari
penyebab kematian, seperti akibat
penyakit menularatau penyakit
degeneratif, kecelakaan maupun
penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan
karena penyakit menular, penyakit
degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup
yang beresiko terhadap kematian.
Kematian bayi dan balita umumnya
disebabkan oleh penyakit sistim
pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare,
yang merupakan penyakit karena infeksi
kuman. Faktor gizi buruk Juga
menyebabkan anak-anak rentan
terhadap penyakit menular, sehingga
mudah terinfeksi dan menyebabkan
tingginya kematian bayi dan balita di
suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan
untuk mengukur kualitas hidup/
kesehatan di suatu daerah adalah :
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2. Kematian

a. Angka Kematian Bayi (Infant           
    Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang
terjadi antara saat setelah bayi lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu
tahun, atau didefinisikan sebagai Jumlah
kematian bayi berusia di bawah 1 tahun
pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun
tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan
dengan kematian bayi. Secara garis
besar. dari sisi penyebabnya. kematian
bayi ada dua macam yaitu endogen dan
eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum
disebut dengan kematian pra neo-natal
adalah kematian bayi yang terjadi pada
bulan pertama setelah dilahirkan. dan
umumnya disebabkan oleh faktor-faktor
yang dibawa anak sejak lahir, yang
diperoleh dari orang tuanya pada saat
konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian
post neo-natal, adalah kematian bayi
yang terjadi setelah usia satu bulan
sampai menjelang usia satu tahun yang
disebabkan oleh faktor-faktor yang
terkait dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka Kelahiran Bayi/IMR digunakan
sebagai indikator yang menggambarkan
kemajuan pembangunan yang dapat
menggambarkan tingkat pelayanan
kesehatan ibu dan anak.



b. Angka Kematian Neonatal   
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Dari tabel 4.3 terlihat bahwa dari 2.850
kelahiran hidup di Kota Tanjungbalai
terjadi kematian bayi sebanyak 23 bayi
dengan angka kematian bayi sebesar
8,07. Hal ini mengalami Kenaikan
sekitar 1,61 dari tahun sebelumnya.
Sementara berdasarkan kecamatan
bahwa Angka Kematian Bayi terbesar
ada di Kecamatan Sei Tualang Raso
yaitu 13,47 atau sekitar 13-14 orang
kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup yang disusul berturut – turut
Kecamatan Datuk Bandar sebanyak 13-
14 orang (13,31), Kecamatan Datuk
Bandar Timur sebanyak 12-13 Orang
(12,97) dan Kecamatan Tanjungbalai
Utara sebanyak 3-4 Orang (3,89)
sementara pada Kecamatan Teluk
Nibung sebanyak 2-3 Orang (2,74) akan
tetapi Kecamatan Tanjungbalai Selatan
tidak ada kasus kematian bayi.

Angka ini dapat membantu Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memantau kelahiran
dan kematian bayi di setiap kecamatan, untuk kasus ini Pemerintah Kota Tanjungbalai
wajib fokus terhadap Kecamatan Tanjungbalai Utara dimana tingkat kematian bayi yang
hampir 2 kali lipat dari angka kematian se Kota Tanjungbalai.

Angka kematian baru lahir, yaitu kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan
atau 28 hari per 1.000 kelahiran pada periode tertentu. Kematian baru lahir biasanya
disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lair, yang diperoleh dari orang
tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan
dengan kehamilan, maka angka ini dimanfaatkan untuk menyusun program-program
untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program
pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Dari Tabel 4.4 di atas terlihat dari
2.850 kelahiran, terdapat 21 bayi
yang meninggal pada umur di bawah
1 bulan. Angka kematian Neonatal di
Kota Tanjungbalai sebesar 7,37,
artinya di Kota Tanjungbalai pada
tahun 2025 terjadi 7-8 kematian bayi
neonatal dari 1.000 kelahiran hidup
selama 1 tahun. Angka kematian
Neonatal ini mengalami kenaikan
yang signifikan dari tahun 

 Tabel 4.2
 Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun

 Child Women Ratio (CWR)
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Angka Kematian Bayi (IMR/AKB)
Kota Tanjungbalai 
Tahun 2021 - 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Tabel 4.4
Jumlah Angka Kematian Neonatal (Neonatal Death Rate/NDR)

Berdasarkan Kecamatan Kota Tanjungbalai 
Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai



c. Angka Kematian Post Neonatal    
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sebelumnya yaitu sebanyak 2,82. Angka Kematian Neonatal tertinggi terjadi di
Kecamatan Datuk Bandar yaitu 13,31 yang disusul berturut – turut Kecamatan Datuk
Bandar Timur sebanyak 11,35, Kecamatan Sei Tualang Raso sebanyak 10,10 dan
Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Datuk Teluk Nibung masing – masing 3,89 dan
2,74 sementara Kecamatan Tanjungbalai Selatan, tidak ada kematian bayi neonatal.

Dari Tabel 4.5 di atas terlihat
dari 2.850 kelahiran, terdapat
2 bayi yang meninggal pada
umur di atas 1 bulan sampai
dengan 1 tahun. Angka
kematian Post Neonatal di
Kota Tanjungbalai sebesar
0,70, artinya di Kota
Tanjungbalai pada tahun 2025
terjadi 1 kematian bayi post 

neonatal dari 1.000 kelahiran selama 1
tahun. Pada tahun 2025 ini terjadi
penurunan angka kematian Post Neonatal
sebanyak 1,24 atau sekitar 1 orang bayi

Angka Kematian Post Neonatal tertinggi
terjadi di Kecamatan Sei Tualang Raso
yaitu 3,37 kemudian Kecamatan Datuk
Bandar Timur yaitu 1,62 dan sementara
pada kecamatan lainnya tidak ada
mengalami kematian bayi Post Neonatal

Angka Kematian Neonatal (Neonatal Death Rate/NDR)
Kota Tanjungbalai Tahun 2021– 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Tabel 4.5
Jumlah Angka Kematian Post Neonatal (Post Neonatal Death Rate/PNDR)

Berdasarkan Kecamatan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Angka Kematian Post Neonatal (Post Neonatal Death
Rate/PNDR) Kota Tanjungbalai 

Tahun 2021 – 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai



d. Angka Kematian Anak  

e. Angka Kematian Balita
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Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5
tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Angka
Kematian Anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung
mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka Kematian Anak juga dipengaruhi oleh
tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau
kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa
dari 2.850 kelahiran hidup di
Kota Tanjungbalai terjadi
kematian anak sebanyak
hampir 4 bayi dengan Angka
Kematian Anak 1,40.
Sementara berdasarkan
kecamatan bahwa Angka
Kematian Anak hanya ada
pada kecamatan Datuk 

Balita atau Bawah Lima Tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir
yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun, pada umumnya
ditulis dengan notasi 0-4 tahun.

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu
tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

Bandar sementara pada Kecamatan lain tidak ada kasus kematian anak.

Angka ini dapat membantu Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memantau
kematian anak di setiap kecamatan, untuk kasus ini Pemerintah Kota Tanjungbalai
wajib fokus terhadap Kecamatan Datuk Timur apakah kematian ini dsebabkan oleh
sakit biasa atau mengalami kekurangan gizi.

Tabel 4.6
Jumlah Angka Kematian Anak

Berdasarkan Kecamatan Kota Tanjungbalai 
Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Angka Kematian Anak Kota Tanjungbalai
Tahun 2021 – 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai



f. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam
kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya
kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena
kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Angka kematian maternal (MMR) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat
hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya
kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini
disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau
pengelolaannya. dan bukan karena sebab-sebab lain.
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Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa
dari 2.850 kelahiran di Kota
Tanjungbalai terjadi kematian
Balita sebanyak hampir 21
Balita dengan Angka Kematian
Balita 9,47 yaitu dari 1000
kelahiran terdapat 910 orang
balita yang meninggal. Angka
ini mengalami kenaikan
sebesar 2,69. Hal ini 
menunjukan bahwa pemerintah Kota Tanjungbalai sudah fokus terhadap angka
kematian balita di Kota Tanjungbalai. Jika berdasarkan kecamatan bahwa Angka
Kematian Balita terbanyak ada di Kecamatan Datuk Bandar Timur sebesar 19,45
yaitu terdapat 19-20 orang kematian dari 1000 kelahiran disusul oleh Kecamatan Sei
Tualang Raso sebesar 13,47, Kecamatan Datuk Bandar sebesar 13,31 dan Kecamatan
Tanjungbalai Utara sebesar 3,89 serta Kecamatan Teluk Nibung sebesar 2,74
sementara pada kecamatan Tanjungbalai Selatan tidak ada kasus kematian balita.

Tabel 4.7
Jumlah Angka Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan 

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Angka Kematian Balita
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai



B. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa.
Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengem bangan potensi penduduk
dapat dikembangkan. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi
memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi jika dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah.
Oleh karena itu, sangatlah tepat jika pemerintah Indonesia menempatkan kualitas
penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan
persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan
sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi
jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan
perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

Data pendidikan yang ada pada database SIAK adalah data penduduk yang telah
tamat sekolah dan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil
diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat
belajar.

Jumlah dan Proporsi penduduk Kota Tanjungbalai menurut tingkat pendidikan yang
ditamatkan ditunjukkan pada Tabel 4.9

57

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa
kualitas penduduk Kota
Tanjungbalai menurut tingkat
pendidikan formalnya sampai
dengan Tahun 2025 relatif
lumayan tinggi. Lebih
seperempatnya (29,63%)
penduduk Kota Tanjungbalai usia
7 tahun ke atas tamat
SLTA/Sederajat, tamat
SLTP/Sederajat 13,81 persen dan 

31,05 persen berpendidikan rendah yakni Tamat SD/Sederajat dan belum/tidak
tamat SD/Sederajat. 

Tabel 4.8
Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI)

Berdasarkan Kecamatan Kota Tanjungbalai 
Tahun 2025

Angka Kematian Ibu
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai

Tabel 4.9
Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia 7 Tahun Ke atas Menurut

Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
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Pada jenjang pendidikan dasar,
persentase penduduk yang tamat
SD/Sederajat untuk perempuan lebih
rendah dibandingkan laki-laki, gambaran
yang sama untuk tamat SLTP/Sederajat
dan SLTA/Sederajat, proporsi dan jumlah
yang tamat SLTA/Sederajat untuk
penduduk perempuan lebih rendah
dibandingkan penduduk laki-laki.

Sementara untuk tingkat pendidikan
tinggi yakni D-I, D-II, DIII dan S1 proporsi
dan jumlah yang tamat untuk penduduk
perempuan lebih tinggi dibandingkan
penduduk laki-laki. Sedangkan untuk
tingkat pendidikan yang lebih tinggi (S2,
dan S3), persentase penduduk yang
menamatkan sekolah untuk perempuan
lebih rendah dari laki-laki.

Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
jenjang pendidikan, maka semakin
banyak perempuan yang berhasil
menamatkan pendidikannya atau
melanjutkan sekolah ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi terutama, ini
menunjukkan bahwa motivasi
perempuan untuk ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi sangat besar. Lebih
memprihatinkan masih adanya
penduduk usia 7 tahun ke atas yang
tidak/belum sekolah yakni 23,98 (40.195
orang), terlihat angka ini cukup besar
namun tetap menjadi perhatian
pemerintah Kota Tanjungbalai.

Persentase laki-laki yang tidak/belum
bersekolah lebih tinggi dibandingkan
dengan penduduk perempuan. Jika
dikaitkan dengan Pasal 6 UU No. 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional bahwa setiap warga negara yang
berusia 7-15 tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar, untuk itu pemerintah
Kota Tanjungbalai perlu memperhatikan
penduduk usia sekolah yang tidak/belum
bersekolah. Sebagaimana pasal 11 UU
Nomor 20 tahun 2003 yaitu Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan,
serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap
warga negara tanpa diskriminasi dan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap
warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima belas tahun. 

Berkaitan dengan masih adanya
penduduk yang tidak/belum sekolah
tersebut, diharapkan pemerintah Kota
Tanjungbalai melakukan sosialisasi
kepada masyarakat terkait dengan
pentingnya memutakhirkan data baik
pendidikan, pekerjaan, status kawin, dan
sebagainya ataupun pemerintah kota
melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk melakukan
pemutakhiran data agar database SIAK
menjadi data yang dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa
banyak penduduk yang memanfaatkan
fasilitas pendidikan dapat dilihat dari
persentase penduduk menurut
partisipasi sekolah. Untuk melihat
partisipasi sekolah dalam suatu wilayah
biasa dikenal beberapa indikator untuk
mengetahuinya, antara lain: Angka
Partisipasi Sekolah (APS), Angka
Partisipasi Kasar (APK), serta Angka
Partisipasi Murni (APM).



1. Angka Partisipasi Kasar (APK)
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Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang
mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi
Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada
suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia
sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk
mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan
dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia
sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-
anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-
anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan
tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah.
Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu
jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih
muda.

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa APK
di Kota Tanjungbalai tahun 2025
sebesar 87,62 persen sementara
jika diklasifikasikan berdasarkan
tingkat pendidikan APK penduduk
usia PAUD di Kota Tanjungbalai
tahun 2025 sebesar 58,46 dan usia
SD Sederajat sebesar 99,74 persen
sementara usia SMP Sederajat
sebesar 94,31 persen dan usia SMA
Sederajat sebesar 74,73 persen.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa
memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK
mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang
sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini
juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk
usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 4.10
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai dan Dinas
Pendidikan Kota Tanjungbalai dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025



2. Angka Partisipasi Murni (APM)
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Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia
sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai
dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk
usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang
pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni
(APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan
mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK
karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang
bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang
terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan
adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di
tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD
kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah
dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.
Dari tabel 4.11 terlihat bahwa
APM SD/Sederajat di Kota
Tanjungbalai tahun 2025
sebesar 89,69 persen. Hal ini
berarti bahwa hanya 89,69
persen penduduk tepat usia
bersekolah berdasarkan
tingkat pendidikan yaitu usia
7-12 tahun bersekolah di
SD/Sederajat sebesar 92,32
persen. APM SLTP/Sederajat
sebesar 82,68 persen. Hal ini
berarti bahwa hanya 82,68
persen penduduk tepat usia
13-15 tahun bersekolah di
SLTP/Sederajat dan angka ini
lebih rendah dari APM SD dan
APM SLTA sementara APM
SMA Sederajat sebesar 91,54
persen

Tabel 4.11
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai dan Dinas
Pendidikan Kota Tanjungbalai dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



C. EKONOMI
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Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping
keadaan angkatan kerja (economically active population) dan struktur
ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan
penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ada
otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor
produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para
pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan
jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan
kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke
pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di
bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial,
seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan
merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi
perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan
dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1. Proporsi Dan Jumlah Tenaga Kerja Dan Angkatan Kerja

a. Jumlah Dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (Manpower) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja.
Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan,
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja batas usia kerja penduduk yang
diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai ini adalah
penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja
secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Tenaga Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Jumlah dan
komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan
berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang
diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat
kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang
bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini
dikarenakan sering terjadinya mismatch dalam pasar kerja.
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Jika diperhatikan menurut
kecamatan dan kelurahan, dari
tabel 4.13 di bawah ini terlihat
bahwa Jumlah Penduduk
Angkatan Kerja terbesar pada
Kecamatan Teluk Nibung yakni
sebesar 30.916 orang (23,63%)
dan diikuti Kecamatan Datuk
Bandar yakni sebesar 30.624
orang (23,41%), disusul oleh
Kecamatan Datuk Bandar Timur
sebesar 23.073 orang (17,64%),
Kecamatan Sei Tualang Raso
sebesar 19.675 orang (15,04 %)
dan Kecamatan Tanjungbalai
Selatan sebesar 13.774 orang
(10.53%) sedangkan Kecamatan
Tanjungbalai Utara merupakan
kecamatan dengan jumlah
Penduduk Usia Kerja terkecil
yakni 12.746 orang (9,74%).

Tabel 4.12 di bawah menunjukan
penduduk usia kerja (15-64 tahun) Kota
Tanjungbalai tahun 2024 atau sering
disebut Tenaga Kerja (Manpower). Dari
183.636 jiwa penduduk Kota Tanjungbalai
tahun 2024 terdapat 124.970 orang
penduduk usia kerja (68,05% dari total
penduduk). Jumlah penduduk usia kerja
ini cukup besar dan sesuai dengan hukum
ekonomi bahwa semakin besar jumlah
tenaga kerja di suatu daerah, maka
penawaran tenaga kerja (supply of labor)
juga semakin tinggi. Namun apabila tidak
diikuti dengan permintaan akan tenaga 

kerja (demand of labor), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi.

Apabila dilihat per jenis kelamin, bahwa jumlah penduduk Usia Kerja laki- laki lebih
tinggi (51,09%) dibandingkan perempuan (48,91%). Jika dilihat menurut kelompok
umur, persentase tenaga kerja tertinggi pada kelompok umur 20-24 tahun.

Besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Tanjungbalai akan semakin besar
pula kebutuhan lowongan pekerjaan (kesempatan kerja). Untuk itu, Pemerintah Kota
perlu mencari jalan keluar agar tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan untuk
menunjang kegiatan ekonomi di Kota Tanjungbalai.

Tabel 4.12
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut

Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah



b. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Bekerja Dan Menganggur

63

Selanjutnya, untuk melihat kualitas
sumber daya manusia khususnya
para tenaga kerja ini, salah satunya
dapat ditinjau dari tingkat
pendidikan formal yang
ditamatkan. Jika tenaga kerja
mempunyai pendidikan yang
cukup tinggi, maka akan
meningkatkan pendapatannya.
Disamping pendidikan formal,
pendidikan non formal juga akan
menambah atau meningkatkan
pendapatannya melalui keahlian 

Tabel 4.14 memperlihatkan kualitas tenaga kerja Kota Tanjungbalai menurut tingkat
pendidikan formalnya sampai dengan Tahun 2025 cukup tinggi, dimana hampir
sepertiga (30,18%) tenaga kerja Kota Tanjungbalai tahun 2025 tamat SLTA/Sederajat,
diikuti tamat SD/Sederajat 20,22 persen, dan tamat SLTP/Sederajat 16,63 persen, dan
lebih memprihatinkan adalah adanya tenaga kerja yang belum tamat SD/ sederajat
yakni 14,39  persen dan Diploma IV/ Strata I 4,78 serta tidak / belum sekolah sebesar
11,70 persen

Dari penjelasan di atas, Pemerintah Kota Tanjungbalai wajib memperhatikan dan
memprioritaskan penduduk usia kerja dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah
untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan keterampilan agar mereka
mampu masuk dalam pasar kerja atau bekerja secara mandiri.

Angkatan Kerja (labor force) adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun
ke atas yang aktif secara ekonomi, baik aktif bekerja, belum bekerja maupun yang
sedang aktif mencari pekerjaan. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki
usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan
ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah
tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan, disabilitas mental, dan disabilitas fisik
mental. Dalam buku profil perkembangan kependudukan ini menggunakan batasan
usia 15-64 tahun.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan
hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja
cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada
tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Misalnya, partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur,
menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.

atau keterampilannya dalam bidang tertentu.

Tabel 4.14
Jumlah dan Proporsi Penduduk Angkatan Kerja 
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah
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Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. yaitu :

1.Mereka yang bekerja penuh adalah angkatan kerja yang aktif menyumbangkan
tenaganya dalam kegiatan produksi.

2.Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja
3.Pengangguran (unemployment):

      a. Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah mereka yang sama sekali   
          tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan (sewaktu-waktu siap bekerja)
      b. Setengah menganggur (under unemployment) adalah mereka yang bekerja 
          tidak sesuai dengan pendidikan/keahliannya atau tidak menggunakan sepenuh 
          tenaganya karena kekurangan lapangan perkerjaan. Contoh: Seorang sarjana 
          bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya.

4.Pengangguran tersembunyi/tersamar (disguise employment), artinya suatu
pekerjaan dikerjakan oleh pekerja yang berlebihan sehingga mereka tidak
bekerja maksimal.

Tabel 4.15  di atas dapat dijelaskan bahwa dari penduduk angkatan kerja Kota
Tanjungbalai bahwa sebagian besar telah bekerja yaitu sebesar 37,65 persen. Yang
disusul oleh mengurus rumah tangga sebesar 27,22 persen. Diikuti
Pelajar/Mahasiswa sebesar 20,47 persen dan pensiunan 0,23 persen. Sementara
yang belum / tidak bekerja sebesar 14,43 persen.
Sementara kalau berdasarkan jenis kelamin laki – laki sebahagian penduduk
angkatan kerja sudah bekerja yaitu sebesar 41,132 orang (61,54%), kemudian
sebesar 15.312 jiwa (22,91%) masih pelajar/mahasiswa. Sebahagian kecil pensiunan
sekitar 147 Jiwa (0,22%). Sementara yang tidak bekerja sebesar 10.243 orang
(15,33%).
Jenis kelamin perempuan sebagian besar didominasi sebagai ibu rumah tangga yaitu
sebesar 35.600 orang (55,65%) kemudian sebagai pelajar/mahasiswa sebesar 11.465
jiwa (17,92%). Yang bekerja juga cukup banyak sebesar 8.113 orang (12,68%) dan
pensiunan sebesar 156 orang (0,24%) sementara yang belum bekerja 8.639 orang
(13,50%)
Jika menurut di atas penduduk Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan baik yang
laki – laki maupun perempuan. Hal ini dipicu oleh pandemi yang dialami Negara pada
tahun 2025 sampai dengan sekarang.
Untuk yang belum bekerja Pemerintah Kota Tanjungbalai juga dapat menjadi fokus
dan perhatian bagaimana untuk membuka lowongan kerja atau mencarikan
pekerjaan agar perekonomian dari masyarakat dapat membaik apalagi yang tidak
bekerja mengalami peningkatan jumlahnya.

Tabel 4.15
Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Mengganggur
Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah



2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
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Angkatan kerja terdiri dari mereka yang aktif bekerja maupun tidak bekerja/mencari
kerja. Salah satu indikator dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) Sedangkan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
merupakan bagian penduduk usia kerja (15-64 tahun) baik yang aktif bekerja
maupun yang tidak/belum bekerja (mencari kerja). Indikator ini berguna untuk untuk
mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja. Perumusan kebijakan
ketenagakerjaan dan kebijakan kependudukan pada umumnya.

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya
angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan
dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-
benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat
menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Dari tabel 4.16 di bawah ddapat
dijelaskan bahwa tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja Kota
Tanjungbalai adalah 52,08, Jika
diperhatikan per kelompok
umur, maka Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja total tertinggi
pada kelompok umur 40-44
tahun yakni 63,44 persen dengan
kata lain 63,44 persen angkatan
kerja pada kelompok umur 40-44
tahun aktif berpartisipasi dalam
pasar kerja..Secara data memang struktur umur

55-59 Tahun dan 60-64 tahun
mempunyai TPAK yang tinggi akan
tetapi secara umur sudah rentan
atau lansia Sedangkan tingkat
partisipasi angkatan kerja terendah
pada kelompok umur 20-24 tahun
yakni 26,98 persen. Rendahnya
tingkat partisipasi angkatan kerja
golongan umur 20-24 tahun ini
diduga mereka melanjutkan sekolah
ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. Hal ini sejalan dengan
semakin meningkatnya angkatan
kerja berpendidikan tinggi. Banyak
sedikitnya jumlah angkatan kerja
tergantung komposisi jumlah
penduduknya.

Tabel 4.16
Tingkat Partisipasi Menurut Kelompok Umur

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah
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Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025
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kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan
menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Penduduk dan angkatan kerja yang
besar dan berkualitas akan menjadi modal dan penggerak utama pembangunan.
Namun jumlah angkatan kerja yang besar tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang
dibutuhkan akan menyebabkan banyaknya pengangguran dan pada gilirannya akan
menambah permasalahan sosial lainnya.
Disamping itu, Tabel 4.16 juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja usia
60-64 tahun masih tinggi yaitu sebesar 57,63 persen. Dengan demikian perlu suatu
upaya perencanaan bagaimana menampung lansia yang masih produktif dalam
pasar kerja. Hal ini perlu mengingat bahwa peningkatan jumlah lansia akan terus
terjadi dimasa masa mendatang, sementara jumlah angkatan kerja produktif juga
semakin meningkat.

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis
pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan
pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan
menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu
daerah pada waktu tertentu. Adapun indikator ini berguna untuk membantu
pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

 

Tabel 4.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Pekerjaan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025
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Lanjutan...



4. Pengangguran

Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja atau
terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja dengan kata lain
tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya
timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini
merupakan akibat tidak langsung dari supply (penawaran) tenaga kerja di pasar
tenaga kerja melebihi demand (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan
kerja yang tercipta atau banyaknya tenaga kerja asing yang dengan mudah
memasuki pasar kerja yang tidak terkendali.
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Dari Tabel 4.17 terlihat bahwa pekerjaan
yang dimiliki angkatan kerja yang bekerja
sebagian besar adalah Wiraswasta 43,54
persen diikuti Buruh Harian Lepas 15,75
persen, Nelayan/Perikanan 9,72 persen
dan pekerjaan yang paling sedikit adalah
Teknisi, Paranormal, Pialang, Penyiar
Radio, Arsitek masing-masing sebanyak 1
orang

Pengangguran merupakan bagian dari
angkatan kerja yang tidak bekerja atau s

edang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah
pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak
mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan
atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka
yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Sebagaimana tabel 4.19 yang
menunjukkan jumlah dan proporsi
angkatan kerja yang menganggur
atau penduduk yang belum/tidak
bekerja atau sedang mencari
pekerjaan menurut
pengelompokan umur lima
tahunan. Dari tabel 4.19 terlihat
pula bahwa pengangguran
didominasi oleh kelompok umur 
muda yakni 15-34 tahun. Diantara kelompok umur tersebut, kelompok umur 15-19
tahun yang paling besar persentasenya.

Pengangguran pada kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak
lagi dapat melanjutkan pendidikan atau putus sekolah sehingga terpaksa harus
mencari pekerjaan pada umur sekolah dan seharusnya mereka masih duduk di

Lanjutan...

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Tabel 4.19
Jumlah Pengangguran Menurut Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah
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bangku sekolah dan belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian
khusus dari Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menyediakan sarana dan
prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh
pendidikan dan ketrampilan. Latar belakang mengapa kelompok usia muda itu ikut
terjun ke pasar kerja, antara lain diduga kesulitan ekonomi keluarga sehingga
memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia
kerja. Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan
pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut
terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah
penganggur menjadi lebih banyak lagi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka pengangguran pada kelompok
umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal
ketrampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training- training
sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja.

Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan
mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak
mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting
sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Tabel 4.20
dapat kita lihat juga
Tingkat Penggangguran
berdasarkan jenis kelamin
bila dibandingkan dengan
jumlah angkatan kerja per
jenis kelamin tersebut
bahwa jenis kelamin Laki –
Laki lebih banyak dari
penggangguran
Perempuan. Yaitu masing
– masing sebesar
Penggangguran Laki-Laki 

sebesar 10.243 Orang dan pengangguran Perempuan 8.639 Orang. Hal ini
memperlihatkan bahwa Perempuan pada tahun 2025 lebih mudah untuk
mendapatkan pekerjaan dikarenakan di Kota Tanjungbalai ini terbuka lowongan
pekerjaan yang bisa dikerja oleh para perempuan.

Dengan nilai indikator berdasarkan tabel tersebut di atas Pemerintah Kota
Tanjungbalai mulai sekarang sudah dapat memikirkan lowongan pekerjaan yang
yang mengakomodir pekerjaan perempuan. Sehingga perempuan juga dapat bekerja
untuk menafkahi dirinya ataupun keluarganya. Tabel tersebut juga dapat
menggambarkan penyebaran pengangguran berdasarkan kecamatan dan kelurahan
se-Kota Tanjungbalai.

Tabel 4.20
Tingkat Penggangguran Menurut Kelompok Umur

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah



D. SOSIAL

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas

Pada tabel 4.26 terlihat bahwa jumlah penduduk Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan
fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,
rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan
tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial,
keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
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Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tanjungbalai pada tahun
2024 adalah ditunjukkan oleh tabel 4.21 di bawah ini :

15,16 persen dari jumlah penduduknya disusul oleh kecamatan Teluk Nibung
sebesar 12,60 persen, Kecamatan Sei Tualang Raso sebesar 12,26 persen dan
Kecamatan Datuk Bandar Timur sebesar 11,54 persen serta Kecamatan Datuk
Bandar sebesar 7,55 persen sementara Kecamatan Tanjungbalai Selatan merupakan
penyandang masalah kesejahteraan sosial terkecil yakni sebesar 6,39 persen.

Dari Tabel 4.21 di atas dapat digambarkan
bahwa penduduk penyandang masalah
kesejahteraan sosial di Kota Tanjungbalai
adalah sebanyak 20.599 jiwa atau sebesar
10,79 persen dari jumlah penduduk Kota
Tanjungbalai. Adapun masalah
kesejahteraan sosial paling besar
berdasarkan kecamatan berada pada
Kecamatan Tanjungbalai Utara sebesar 

Tabel 4.21
Jumlah dan Proporsi Penduduk Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2025
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Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah
penyandang disabilitas (penyandang disabilitas). Data dan informasi tentang
banyaknya penduduk penyandang disabilitas dan jenis kedisabilitasnya sangat
diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan publik, dasar
perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang
disabilitas, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain
sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih
banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan
kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang disabilitas)
masih bersifat charity (belas kasihan).

Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini
menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan
publik belum ramah terhadap penyandang disabilitas terutama disabilitas fisik,
bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk itu, informasi tentang banyaknya penduduk penyandang disabilitas dan jenis
kedisabilitasnya sangat diperlukan dalam menyusun program pelayanan publik yang
ramah kaum difabel. Oleh sebab itu, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan
perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus
(penyandang disabilitas). Sumber data yang diolah adalah hasil registrasi penduduk
melalui SIAK.

Penyandang disabilitas berdasarkan dari Data Dinas Sosial Kota Tanjungbalai adalah
sebanyak 249 jiwa, jumlah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah
seluruh penduduk Kota Tanjungbalai yaitu 190.935 jiwa, yaitu sekitar 0,13 persen
dari jumlah penduduk. Yang mana tersebar di beberapa kecamatan yang proporsi
masing tidak lebih dari 1 persen.

Meskipun jumlahnya kecil,
penduduk penyandang disabilitas
atau kaum difabel ini tetap harus
menjadi perhatian Pemerintah Kota
Tanjungbalai dan tetap wajib
memberikan pelayanan sosial bagi
mereka seperti pendidikan,
kesehatan, pekerjaan,
kewirausahaan, terbebas dari
diskriminasi, terbebas dari 

penelantaran, terbebas dari exploitasi, dan fasilitas layanan umum lainnya. Kecilnya
jumlah penyandang disabilitas yang didata dari Dinas Sosial Kota Tanjungbalai,
diduga dikarenakan banyak penyandang disabilitas atau keluarganya yang enggan
untuk menyatakan dirinya atau keluarganya tersebut sebagai penyandang disabilitas
pada saat melakukan pelayanan kependudukan.

Tabel 4.22
Jumlah dan Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas

Kota Tanjungbalai Tahun

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 Kota Tanjungbalai dan
Dinas Sosial Kota Tanjungbalai diolah
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni
untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju
kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu Pemerintah,
Pemeritah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menghapus praktek-praktek yang
diskriminatif dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek
kehidupan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa
penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan
perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan;
politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial;
Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi;
Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi,
berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Sedangkan ayat (2) bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan
reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan
Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan
Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selanjutnya ayat (3) bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan
Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan
dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga
pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam
pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak
anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan
sosial.

Berkaitan berkaitan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, maka sesuai
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa Pasal 9 (1) Setiap Anak
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; Pasal 12 Setiap Anak
Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan
taraf kesejahteraan sosial; Pasal 51 Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus; Pasal 70
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya: a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai
dengan martabat dan Hak Anak; b. pemenuhan kebutuhan khusus; c. perlakuan yang sama
dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan
individu; “Pasal 76A Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang
mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga
menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara
diskriminatif.

 



3. Jumlah Penduduk Miskin Penerima 
    Jaminan Kesehatan
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Untuk itu, langkah yang perlu ditempuh
Pemerintah Kota Tanjungbalai harus
menghapus hambatan terhadap
aksesibilitas yakni dengan memberikan
pelayanan dan perlindungan terhadap
penyandang disabilitas dan menjamin
akses penyandang disabilitas terhadap
lingkungan fisik, transportasi, informasi
dan komunikasi, termasuk teknologi dan
sistem informasi dan komunikasi, serta
fasilitas dan pelayanan lainnya yang
terbuka atau sarana umum baik di
daerah perkotaan maupun pedesaan,
atas dasar kesetaraan.

Selanjutnya berkaitan dengan akses kerja
penyandang disabilitas, komitmen
pemerintah dalam peningkatan
persamaan hak untuk memperoleh
kesempatan kerja bagi setiap orang
Indonesia termasuk penyandang
disabilitas telah tertuang dan
diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27 :
(2) Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D : (2)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 11 Undang-Undang nomor 8 tahun
2016 juga menjelaskan bahwa
penyandang disabilitas mempunyai hak
pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
yang meliputi hak memperoleh
pekerjaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh
upah yang sama dengan tenaga kerja
yang bukan Penyandang Disabilitas
dalam jenis pekerjaan dan tanggung
jawab yang sama; memperoleh
Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
tidak diberhentikan karena alasan
disabilitas; mendapatkan program
kembali bekerja; penempatan kerja yang
adil, proporsional, dan bermartabat;
memperoleh kesempatan dalam 

Salah satu indikator keberhasilan
pengentasan kemiskinan adalah
terpenuhinya akses penduduk miskin
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan. Pembiayaan kesehatan
penduduk miskin biasanya dipenuhi
melalui asuransi kesehatan bagi
penduduk miskin/jaminan kesehatan
bagi penduduk miskin.

Untuk mengetahui banyaknya dan
proporsi penduduk miskin yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
melalui Asuransi Kesehatan/Jaminan.

mengembangkan jenjang karier serta
segala hak normatif yang melekat di
dalamnya; dan memajukan usaha,
memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta,
pengembangan koperasi, dan memulai
usaha sendiri.

Tabel 4.23
Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan

Kesehatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kota
Tanjungbalai Tahun 2025

Angka Penerima Jaminan Kesehatan
Kota Tanjungbalai Tahun 2021 - 2025
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BAB V
MOBILIT AS PENDUDUK

Istilah mobiltas penduduk diartikan menjadi gerak penduduk seperti yang dinyatakan
oleh Mantra (1985:15) “Mobilitas penduduk yaitu semua gerak penduduk dalam (waktu
tertentu dan batas (wilayah administrasi tertentu seperti batas propinsi, kabupaten,
kecamatan dan sebagainya”. Peranan mobilitas penduduk terhadap laju pertumbuhan
penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda-beda.

Pertumbuhan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu,
mortalitas dan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk memiliki kaitan erat dengan
pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses
pembangunan secara keseluruhan. Artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas
penduduk dan begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu
daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga
pembangunan akan betul-betul meningkatkankesejahteraan seluruh penduduk atau
masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas dari
pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, arus
mobilitas penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya
tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Mobilitas dilakukan untuk mempertahankan hidup
dan disebabkan karena adanya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain.
Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam
struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Tidak akan terjadi proses pembangunan
tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahan
penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen (migrasi) dan ada yang bersifat non
permanen. Pada dasarnya penduduk yang melakukan mobilitas dari wailayah satu ke
wilayah lainnya bertujuan untuk menetap di wilayah yang dikunjunginya. Namun
adakalanya mereka berpindah untuk sementara waktu baik dalam waktu harian,
mingguan, bulanan, atau mungkin lebih lama lagi. Mobilitas penduduk semacam ini
disebut mobilitas penduduk non permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat
tujuan mobilitas penduduk non permanen dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi.

Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan
migrasi dan mobilitas non permanen. Mobilitas penduduk permanen di Indonesia
sudah banyak diteliti dan dianalisis oleh berbagai ahli kependudukan, sedangkan
penelitian mobilitas non permanen secara makro belum banyak dilakukan karena
keterbatasan data yang ada. Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di
daerah asal maupun di daerah tujuan. Oleh sebab itu pengarahan mobilitas perlu
dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya
tampung lingkungan baik fisik maupun sosial.
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A. MOBILITAS PERMANEN

1. Migrasi Masuk

Tanjungbalai Selatan 31,22, Kecamatan Sei Tualang Raso 30,29, Kecamatan
Tanjungbalai Utara 29,84 dan Kecamatan Datuk Bandar 9,58 serta yang terkecil yaitu
Kecamatan Teluk Nibung sebesar 6,90.

Akan tetapi jika dilihat dari jumlah orang yang melakukan migrasi masuk ke Kota
Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar Timur ternyata yang paling banyak dituju
sebanyak 1.216 orang kemudian disusul berturut – turut oleh Kecamatan Sei Tualang
Raso, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara, dan
Kecamatan Datuk Bandar serta Kecamatan Teluk Nibung yakni sebanyak 875 orang,
627 orang, 556 orang dan 422 Orang serta yang terakhir 310 orang.

Angka yang menunjukan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu
kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun.

Dari Tabel 5.1 digambarkan bahwa
penduduk pindah masuk ke Kota
Tanjungbalai sebanyak 4.006 orang
dengan angka migrasi masuk
sebesar 21,06 yang berarti bahwa
dari 4.006 orang penduduk Kota
Tanjungbalai terdapat 21 orang
yang pindah masuk. Sementara
berdasarkan kecamatan angka
migrasi masuk terbesar pada
Kecamatan Datuk Bandar Timur
yaitu 36,15 kemudian Kecamatan 

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Migrasi Masuk Berdasarkan

Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Angka Migrasi Masuk ke Kota Tanjungbalai 
Tahun 2021 - 2025
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2. Migrasi Keluar

yaitu 46,45 kemudian Kecamatan Tanjungbalai Utara 41,43, Kecamatan Sei Tualang
Raso 37,39, Kecamatan Datuk Bandar Timur 36,84 dan Kecamatan Teluk Nibung
35,60 serta yang terkecil yaitu Kecamatan Datuk Bandar sebesar 21,94.

Akan tetapi jika dilihat dari jumlah orang yang melakukan migrasi Keluar ke Kota
Tanjungbalai, Kecamatan Teluk Nibung ternyata yang paling banyak melakukan
perpindahan sebanyak 1.600 orang kemudian disusul berturut – turut oleh
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Datuk
Bandar, dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan serta Kecamatan Tanjungbalai Utara
yakni sebanyak 1.239 orang, 1080 orang, 966 orang dan 933 Orang serta yang
terakhir 772 orang

Angka yang menunjukan banyaknya yang keluar per 1.000 penduduk di suatu
kabupaten/kota asal dalam waktu satu tahun.

Dari Tabel 5.2 digambarkan bahwa
penduduk pindah Keluar ke Kota
Tanjungbalai sebanyak 6.590 orang
dengan angka migrasi Keluar
sebesar 34,65 yang berarti bahwa
dari 190.208 orang penduduk Kota
Tanjungbalai terdapat 34,65 orang
yang pindah Keluar. Sementara
berdasarkan kecamatan angka
migrasi Keluar terbesar pada
Kecamatan Tanjungbalai Selatan 

Tabel 5.2
Jumlah Penduduk Migrasi Keluar Berdasarkan 

Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Angka Migrasi Keluar Kota Tanjungbalai 
Tahun 2021 - 2025
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3. Migrasi Netto

Net migrasi merupakan selisih dari migrasi Keluar dengan migrasi keluar. Salah satu
indikator yang berkaitan dengan net migrasi adalah Angka Migrasi Netto (Net
Migration Rate). Jika migrasi Keluar lebih besar dari migrasi keluar maka diperoleh
Angka Migrasi Netto yang bernilai positip dan sebaliknya jika migrasi Keluar lebih
kecil dari migrasi keluar, Angka Migrasi Netto akan bernilai negative

Jika dilihat pada Tabel 5.3
bahwa dapat disimpulkan
pada tahun 2025, Kota
Tanjungbalai mengalami
Migran penduduk yang keluar
dengan Angka Migrasi Netto
Kota Tanjungbalai tahun 2025
mempunyai nilai 13,59 yang
berarti dari 1.000 penduduk
Kota Tanjungbalai terjadi
Migrasi keluar Kota 

Tanjungbalai sebanyak 13-14 orang. Jika dilihat Nett Migration Rate per kecamatan,
maka Kecamatan Teluk Nibung paling besar rate penduduknya keluar Kota
Tanjungbalai sebesar 28,70 disusul Kecamatan Tanjungbalai Selatan sebesar 15,24
dan Kecamatan Datuk Bandar Timur merupakan Net Migration yang paling kecil
yaitu sebesar 0,68.

Tabel 5.3
Migrasi Netto dan Angka Migrasi Netto

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Angka Migrasi Keluar Kota Tanjungbalai 
Tahun 2021 - 2025
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BAB V I
KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti
keberadaan dan identitas penduduk serta merupakan perlindungan dan pengakuan
negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen
kependudukan yang dimaksud antara lain KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta
Pencatatan Sipil. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi
kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu
oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan
hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga
menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen
kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh
berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi
pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen
kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk
berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif
dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya,
namun berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah
menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari
pemerintah daerah maupun RT dan RW.

Manfaat dokumen kependudukan antara lain :

78

1.Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok).
2.Memberikan kepastian hukum.
3.Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya
4.Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.



79

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang menunjukan hubungan
kekerabatan dalam keluarga, dalam kartu keluarga memuat data tentang nama,
susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur,
jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status
kedisabilitas dan lain. Yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik
dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu
Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang menunjukan hubungan
kekerabatan dalam keluarga, dalam kartu keluarga memuat data tentang nama,
susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur,
jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status
kedisabilitas dan lain. Yang dimaksud dengan keluarga disini tidak selalu identik
dengan rumah atau tempat tinggal, dalam satu rumah bisa terdiri dari lebih satu
Kepala Keluarga. Seorang penduduk tidak boleh menjadi Kepala Keluarga di dua
keluarga berbeda. Untuk menghindari Kepala Keluarga ganda, maka perempuan
bersuami juga bisa menjadi Kepala Keluarga misal karena menjadi istri kedua, ketiga
maupun keempat dari seorang laki-laki atau karena tidak satu tempat tinggal dengan
suami misal karena suaminya kerja merantau di luar daerah untuk waktu yang lama.

A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

Tabel 6.1
Kepemilikan Kartu Keluarga Berdasarkan 

Kecamatan Dan Kelurahan 
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah
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Tabel 6.1 menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu
Keluarga di Kota Tanjungbalai. Dari 57.100 Kepala Keluarga yang terdaftar dalam
database kependudukan, yang telah memiliki KK yang dikeluarkan melalui Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berjumlah 56.037 KK (98,14%),
sedangkan keluarga yang belum memiliki KK masih ada sebanyak 1.063 Kepala
Keluarga (1,86%). Kepala Keluarga yang belum memperoleh KK karena KK nya dalam
proses penerbitan yang disebabkan perpindahan, data baru, pisah KK karena
menikah, dan perubahan Kepala Keluarga karena pindah dan meninggal dunia.

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025

B. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk
yang yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu
wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP
wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke
atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin yang dalam
hal ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan
mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh
pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan,
mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan
sebagainya.

Tahun 2011 mulai diterapkan program KTP elektronik, adapun program KTP
elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di
Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal
ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data
penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang
ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.
Misalnya dapat digunakan  untuk :
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1.Menghindari pajak
2.Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3.Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya
4.Menyembunyikan identitas (seperti teroris)
5.Memalsukan dan menggandakan KTP.

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan e-Government serta untuk dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang
berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik yang singkat KTP-el.

Terkait KTP-El berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri
membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan semua e-KTP berlaku seumur hidup,
walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2019. Sesuai Undang-
undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP
elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP
elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur
hidup. Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur
hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada
perubahan elemen datanya.

Adapun fungsi KTP-el "Sebagai identitas jati diri; Berlaku nasional, sehingga tidak
perlu lagi membuatKTP lokal untukpengurusan izin, pembukaanrekening Bank, dan
sebagainya; Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data
penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Berdasarkan Tabel 6.2 di bawah menunjukkan bahwa dari 134.751 jiwa wajib KTP
tahun 2025 adalah 131.507 jiwa atau 97,59 persen sudah memiliki KTP-El sementara
yang belum memiliki KTP-El sebanyak 3.244 jiwa atau 2,41 persen, hal ini diduga
karena penduduk yang pindah atau keluar dari Kota Tanjungbalai adalah penduduk
yang sudah memiliki KTP-El, sedangkan penduduk yang Keluar atau datang ke Kota
Tanjungbalai mereka belum memperoleh KTP-El walaupun mungkin mereka sudah
melakukan perekaman di daerah asalnya atau karena meninggal. Sejalan dengan
pelaksanaan program Pemerintah tentang KTP-El, penduduk yang masih mempunyai
KTP reguler akan diubah KTP nya menjadi KTP-El. Diharapkan di tahun 2026
kepemilikan KTP-el penduduk Kota Tanjungbalai dapat mencapai 99 persen. KTP-El
sebanyak 1.576 jiwa atau 1,20 persen, hal ini diduga karena penduduk yang pindah
atau keluar dari Kota Tanjungbalai adalah penduduk yang sudah memiliki KTP-El,
sedangkan penduduk yang Keluar atau datang ke Kota Tanjungbalai mereka belum
memperoleh KTP-El walaupun mungkin mereka sudah melakukan perekaman di
daerah asalnya atau karena meninggal. Sejalan dengan pelaksanaan program
Pemerintah tentang KTP-El, penduduk yang masih mempunyai KTP reguler akan
diubah KTP nya menjadi KTP-El. Diharapkan di tahun 2025 kepemilikan KTP-el
penduduk Kota Tanjungbalai dapat mencapai 99 persen.
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Tabel 6.2
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

Berdasarkan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Tanjungbalai
Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Persentase Kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-El)

Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025
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Karya yakni sebesar 100 persen. Akan tetapi rata – rata capaian perekaman KTP-El
setiap kecamatan dan kelurahan telah baik karena sudah mencapai hampir 100 %.

Dari Tabel 6.3 dapat dilihat
progres perekaman KTP
Elektronik di Kota
Tanjungbalai telah mencapai
jumlah perekaman sebanyak
130.456 jiwa (99,29%) dari
jumlah wajib KTP sebanyak
131.388 jiwa. Sementara itu
Wajib KTP yang belum
melakukan perekaman masih
ada sebanyak 932 jiwa
(0,71%).

Sementara berdasarkan
kecamatan dan kelurahan
bahwa kecamatan yang sadar
akan pentingnya perekaman
KTP-El yaitu Kecamatan
Tanjungbalai Selatan yaitu
99,66 persen penduduknya
telah melakukan perekaman.
Sementara dari tingkat
kelurahan yaitu Kelurahan 

Tabel 6.3
Jumlah Dan Proporsi Yang Telah Melakukan 

Perekaman KTP-EL Berdasarkan Kecamatan Dan
Kelurahan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Persentase Kepemilikan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTP-El)

Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025
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C. KEPEMILIKAN AKTA

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki
oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status
keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam
hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi
akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai
akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini.

Tabel 6.4
Kepemilikan Kartu Akta Kelahiran

Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Tabel. 6.4 menggambarkan kepemilikan
akta kelahiran penduduk Kota
Tanjungbalai terhadap jumlah penduduk
usia 0-17 tahun Kota Tanjungbalai
berdasarkan data yang terdapat dalam
database SIAK Kota Tanjungbalai, terlihat
bahwa persentase kepemilikan akta
kelahiran di Kota Tanjungbalai tahun 2025
sebesar 99,79 persen (59.771 jiwa).

Begitu juga jika dilihat menurut
kecamatan dan kelurahan, maka seluruh
kecamatan dan kelurahan persentase
kepemilikan akta kelahiran rata – rata bila
dibandingkan dengan penduduk yang
berusia 0-18 tahun yang memiiki Akta
Kelahiran sangat besar yaitu rata – rata
sekitar 99% persen bahkan ada salah satu
kelurahan mencapai 100% Besarnya 

jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan
atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga
kepemilikan akta kelahiran mereka tidak tercatat di database SIAK. Untuk itu,
sementara untuk penduduk yang berusia 0-18 tahun persentase cukup besar
dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia sekolah yang mana Akta Kelahiran
merupakan salah satu syarat buat Keluar sekolah. Untuk kepemilikan Akta Kelahiran
yang berusia tua, Kota Tanjungbalai terus menerus melakukan pemutakhiran data
dan sosialisasi terkait dengan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan.
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Persentase Kepemilikan Kartu Akta
Kelahiran 0- 17 Tahun

Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang bersetatus kawin sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan
kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga
dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel 6.5 di bawah menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin
terhadap kepemilikan akta perkawinan, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota
Tanjungbalai yang berstatus kawin sebanyak 76,31 persen (58.486 orang), sedangkan
yang tidak memiliki akta kawin persentasenya cukup tinggi yakni 23,69 persen
(18.161 orang). 

Hal ini biasa ditemukan diseluruh Indonesia, karena ada diantara penduduk
terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja,
sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara atau penduduk berstatus
kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum mencatatkan akta kawin
(buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena perkawinan
mereka dicatat oleh KUA setempat atau penduduk yang berstatus kawin dan tidak
memiliki akta kawin ini diduga saat pengisian formulir biodata penduduk tidak
lengkap.

2. Akta Perkawinan
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Tabel 6.5
Jumlah Dan Proporsi Penduduk Kawin Yang Telah Memiliki
Akta Perkawinan Berdasarkan Kecamatan Dan Kelurahan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Akta perceraian
merupakan dokumen
kependudukan yang
wajib dimiliki oleh
penduduk yang
berstatus cerai hidup.
Perceraian bagi
penduduk yang
beragama Islam
diputuskan dan
diterbitkan oleh
Pengadilan Agama,
sedangkan perceraian
bagi penduduk Non
Muslim diputuskan
oleh Pengadilan
Negeri dan dicatatkan
di Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Indikator kepemilikan
akta perceraian dilihat
dari akta perceraian 

Persentase Penduduk Kawin Yang Telah Memiliki
Akta Perkawinan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-

2025

yang teregister dalam database kependudukan berbasis SIAK
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3. Akta Perceraian

Tabel. 6.6 menggambarkan
jumlah penduduk berstatus cerai
hidup dan kepemilikan akta cerai
di Kota Tanjungbalai. Terlihat
bahwa 3.710 orang yang cerai
hidup yang memiliki akta cerai
2.468 orang atau sekitar 66,52
persen dan 1.242 orang atau
sekitar 33,48 persen tidak
memiliki akta cerai. Besarnya
penduduk cerai hidup yang tidak
memiliki akta perceraian diduga
penduduk berstatus cerai hidup
ini tidak mencatatkan
perceraiannya. Hal ini perlu
menjadi perhatian Pemerintah
Kota Tanjungbalai dalam
merencanakan suatu program
kegiatan seperti penyuluhan akan
pentingnya akta perceraian.
Kurang pahamnya penduduk
terhadap pentingnya kepemilikan 

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh
penduduk yang berstatus cerai hidup. Perceraian bagi penduduk yang beragama
Islam diputuskan dan diterbitkan oleh Pengadilan Agama, sedangkan perceraian bagi
penduduk Non Muslim diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan dicatatkan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator kepemilikan akta perceraian dilihat
dari akta perceraian yang teregister dalam database kependudukan berbasis SIAK

dokumen kependudukan diduga karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 6.6
Jumlah Dan Proporsi Penduduk Cerai Yang Telah

Memiliki Akta Perceraian Berdasarkan 
Kecamatan Dan Kelurahan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Persentase Penduduk Cerai Yang Telah Memiliki
Akta Perceraian Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025
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4. Akta Kematian

Pada Tabel 6.7 terlihat bahwa
jumlah penduduk yang
meninggal dunia sampai dengan
tahun 2025 sebanyak 11.210,
sedangkan jumlah kepemilikan
akta kematian sebanyak 11.210.
Dengan demikian semua
penduduk yang meninggal dunia
yang dilaporkan sampai dengan
tahun 2025 penduduk Kota
Tanjungbalai yang telah
meninggal 100 %  telah memiliki
akta kematian

Dengan kecilnya kepemilikan akta
baik akta kelahiran, akta
perkawinan, dan akta perceraian,
maka perlu adanya kebijakan
yang berkaitan sosialisasi akan
pentingnya mencatatkan 

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan oleh
keluarganya kepada Instansi pelaksanan untuk mendapatkan akta kematian. Mulai
tahun 2016, pengurusan akta kematian di Kota Tanjungbalai meningkat secara
signifikan. Hal ini karena akta kematian menjadi salah satu syarat untuk
mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, sehingga
peristiwa kematian dilaporkan oleh pihak keluarganya tepat pada waktunya.

Tabel 6.6
Jumlah Dan Proporsi Penduduk Cerai Yang Telah

Memiliki Akta Perceraian Berdasarkan 
Kecamatan Dan Kelurahan

Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Peristiwa penting atau kepemilikan akta atau melakukan pemutakhiran data penduduk
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, karena jika menunggu penduduk yang aktif data
tidak akan termutakhirkan.

Sumber Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Kota Tanjungbalai diolah

Persentase Penduduk Cerai Yang Telah Memiliki
Akta Perceraian Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025



BAB VII

PENUTUP
2025

Disduk Capi l  Tanjungbalai
Dukcapi l . tanjungbalai



BAB V II
PENUT UP

Demikian Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai
Tahun 2024 yang merupakan gambaran perkembangan kependudukan Kota
Tanjungbalai pada Tahun 2024. Dimana data yang digunakan dalam penyusunan
Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah data hasil pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil yang tersimpan dalam database kependudukan SIAK Kota
Tanjungbalai bulan Desember Tahun 2024 yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan
oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri.

Data yang digunakan di dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota
Tanjungbalai ini juga berasal dari dinas – dinas dan instansi terkait seperti Dinas
Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kota
Tanjungbalai dan Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Tanjungbalai ini diharapkan dapat
memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan
pembangunan baik nasional maupun daerah dan juga bermanfaat bagi instansi dan
berbagai pihak yang membutuhkannya.
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